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Pengantor Redaksi

Info Hukum Volume XIII Nomor l, Maret Tahun 2011 ini mengetengahkan sejumlah

tulisan menarik, antara lain aspek topik,mengenai: Strategi Outsoureing yang mengupas

permasalahan outsourcing, ketentuan umum yang mengafur outsourcing dan sopusinya

apabila timbul permasalahan outsourcing. Optimalisasi Peran Balai Latihan Ke4a yang

mengupayakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, komitmen dalam pembangunan

pendidikan, partisipasi masyarakat melalui consensus, peningkatan Sumber Daya Manusia,

pemberian bantuan pemerintah pusat untuk daerah miskin dan terakhir monitofrng serta

evaluasi berkel'anjutan untuk meningkatkan peran Balai I"atihan Kerja. Tinjauan Hulatm

Tehadap Pelal<sanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial yang mengupas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan

Industrial lewat Putusan Nomor 194/P1il,.G12007/PN.JKT.PST dan Pertimbangan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/?dt.SuV2008. Serta tulisan terakhir mengenai

Implementasi Outsourcing yang mengupas kondisi outsourcing di dunia usaha sekarang ini

dan keuntungan dari penggunaan outsourcing.

Kami berharap Informasi Hukum yang disajikan dapat menambah khasanah dan cara

berfikir para pembaca sebagai bagian dari pembangunan hukum ketenagakerjaan. Tim

Redaksi menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala lapisan pihak.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Tiln Redaksi
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Strategl OUISOUBCING.
. 
*Pemasalahan, Ketentuan llukum dan Solustnya

Oleh: Umar Kaslm 1

*outsouttlng agteement, an agneement betwen a buslness and a *nlce
prculder promi*s to provlde necaeqr serrl@, up. data prcesstng and
lnformatlon managemenl aslng lts own statr and qulpmenl and us4 at lts
own facllltfe9'

Bagtan Pertama
Memahaml OutwarcIng dan Pennasalahannya

PENDAIIULUAN

Penggunaan tenaga kerJa *outnurcIngl'

(quot &. quoQ saat lnl sudah sudah

semakin populer. Sudah merulnkan

kelazlnan, bahwa untuk pekerJaan-

pekerJaan suatu perusahaan yang berstfat

penuqfang (supportlngll fang
memproduksl suatu ptoduct tertentu,
pada umurnnya dtalthkan kepada

penrsahaan outnurclng 
',ang 

tentu
profesional dl btdangnya.

Bila dlamatl, hamplr semua perusahaan

saat lnl mengutamakan untuk fokus pada

product lnttnya sesual dengan bldang

lmaln buslneil-nya. Sama sepertl halnya

dengran pemsahaan-perusahaan

outsurccr Juga fokus kepada

bldangny,a, sudah merupakan

profeslonallsme pekerJaan

bus|nesdl-nya.

Ilalau perusahaan outsourcIng dt btdang

Jasa keamanan, maka berartl dapat
dlpasttkan profeslonal dan mempunyal
(sekelompok) tenaga kerJa yang memlllkl
kompetensl dt bldang keamanan.
Ilemlklan Juga kalau suatu pGrusahaan

outnuclng bergerak dt bldang Jasa
tmnsportasl, maka sumber da',a
(:tenaga kerJa) 

',ang 
dlmlllkl

tentunya tenaga kerJa yang kompeten
sesual profesl tresebut. Oleh karena ltu,
kebutuhan akan peRttrahaan-perusahaan
(outnuclngfs !,ang profeslonal dl

ketergantungan dan sudah ttdak blsa
dtpungf,lrt lagt keberrdaanny,a. Ilamplr
aemua cektor, formal maupun Inforntal,
swast'i naupun pemerlntahan, pusat
maupun daerah, sudah sangat
tergantung dengan perusahaan-
perusahaan outnurcIng, batk socara

lcorcl temoorcr (spondlk) maupun secara

i ontlaue (terus-terusan).

I Disarnpaikan pada Lokakarya Strategi Outsourcing wtrtkpara Kepala Unit Kerja (Cabang) BCA, diselenggarakan
oleh IR & HR Consulting OPZ & Rekan bekerjasama dengan Bank BCA (Pusat), di BCA Building Jakarta I I
Maret20ll (Jepang).
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Bahkan penggunaan tenaga outnurclng, I lnl nungkln 
'ang 

meqfadl penyebab
dl lembaga pemerlntah mapun swasta, I terJadlnya penmasalahan dan keresahan
sudah berlangsung sqiak larna -sebetum I at masyarakat. Apa yang menyebabkan
adanya pengatwan "outsoutrlngl' aanm I dan mengapa masayarakat pekerJa

Undang-Undang KetenagakerJaan2-. ?ada I khususnya buruh- resah. lnltah png akan
cakupan dan tingkatan yang kecilpun I aturat dalam tultsan lnt.
sudah banyak dan bisa disaksikan lfUUo tnl ttdak langsung blsa dlmuat
penggunann oursourclng, sepertl p.ar I 

dalam f€itu eplsode karena pa4langnya

tataran rumah tangga/keluarga. uralan dan tqlamnya anallsa bahasan,
maka tullsan lrrl .akan dtbagl meqfadl 2
baglan, walau tetap merupakan satu

Dengan demlklan ekslstensl blsnls 
I t"".t,."r, yang ttdak tbrptsahkan.

oatsourclng tldak dapat lagt dlpungktrt I S,elamat membaca.
dan dlnallkn adanya. Blsnis outsouelng
merupakan salah satu usaha;rang sedang I rnnCenflAN

trcndy mas.l ktnl dt Indonesla. Walaupun

demlklan usaha blsnts outsourcIng r"r I f"ttld outlurcIns sangat populer dt
. I kalangan pekerJa/buruh (atau seharl-harlmasih banyak menlmbulkan lat*ur.t "ka4awan)", bahkan dapat

permasalahan dan keresahan dt

maqrarakat, khususn;na masyarakat
pekerJa/bumh.

I{arena konon, peneralxrn slstem

dtkataf,rn tldak ada kar5rawan yang tldak
pernah mcndengar atau tak mengenal
lst[sh'outsowclng". &klng polulernya,
banpk taryrawan yang walau tldak tau

outourclng leblh banyak menylmpang l"frt drn makna outwutelng yang

I scbcnunya, tetapl terlanJur -Iatalrdarl ketentuan peraturan-perundang- menycbut outnurcIng kepada
undangan, dalam hd lnl IJU sctlap hryawan PIfIllT (maksudnya
KetenagakerJaan' 

I a".tgro hubungan kerJa berdasarkan
pcdedla kela tmktu tefientr|.

Slstem outsourcIng lnl, sebenannya tldak
persls sana sepertl pengertlan aan I oaUn bcbclrapa llteratur, lsttlah

makna oatnatrlngyang dtatur dalam W I lout"rourcIngt tnl m€mang tldak

KetenagakerJaan. Bahkan sebenarnya I 
aUehstrn artl dan malmanya dalan

penturan perundang-undangan at I 
kontc*r Aan pengertlan sepertl yang

bldang ketenagakerJaan tldak mengatur I 
amarauc UU KetenegakerJaan"

outsourelng dalam pengertlan asllnla. I HuoR ade bcbcnpa buku;'ang menyebut

Kesatahan pengertlan dan praktek dan I outnUdag dcngan lstllah aIIh dala atau

penylmpangan peraturan perundang- | anh dryn Enaga kerJ*, walaupun sgcan1

datam rr.n€rarran outsoutrlns I letteflllk {harNnah) lstllah tersebut Juga

2 UU Nomor 13 Tahwr 2003 tentang Ketenagake{aan, atau sering disebut dengan UU Ketenagakerjaan.

' UU Ketenagake{aan, adalah istlah yang populer untuk menyebut UU No.l3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
o oktiu P.z.amani, sukses Karyawan Kontrak, PPM Manajemen, Jakarta, 2008, hal. l.

INF0,/(iKUMV0{.UME rul NOIIOR 1, ttURET, 201 I



ttdak resml dan tldak dltemlkan datam

I(amus Bahara Indonesla, balk fang
umum maupun kontemporer, atau dalam

penturan pemndang-undangan

mengenal ketenagakerJaan.

Nam'n demiklan, lsttlah oatsoutclng

atau aIIh daln tenaga kega tnt dapat

dltemukan dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2OO8 tentang llsha llllho IIecII I

dan Menengah dengan sebutan

"penyumberluaran" (outsourcingllr Srang

merupakan salah satu bentuk perJa4Jran

kemlttaan dalam partnerchlp (pola

hemttnan).

Ada bebenapa buku lr.rng mengunalkan

pengertlan outrcurtlng dalam yang artl
leblh luas dan berslfat umum. Ada Juga
bebenapa lltcratur menyebut outosurclng

sebagal pcndelegaslan operasl dan

m.rnqtcmen harlan darl suatu (rangkatan)

prqres blsnls kepada plhak laln
(perusahaan penyedta Jasa / oatourceilo.

Ada lagl pendapat laln, outnurelng,
adalah upaya untuk mcngallhkan

tanggung Javab atas pengelolaan sumber

dalra manrrla (SDltl) ),ang memang ahlt dl

btdangnya, kepada pthak ketlga 7.

Dalam bukunya *Konfllk Kepenflngan,,,

Dr.ltluchtar Pakpahan, S.ll., !1.A.8,

menguralkan beberapa pendapat

mengcnal pengertlan oatourlng dalam

artt yang sebenannyra.

Menurut Dr. lluchtar Pakpahan sendlrl,
bahwa pengertlan outsourclng 

',angsebenarnya sesuar dengan undang-

undang, adalah pengallhan pekerJaan

dimana pekerJa yang frelakukan
pengallhan pekerJaan ltu s,eharusnya

me4fadl pekerJa pennanen dart
perusahaan yang me4ladl penyedta

pekerJatpekerJaan I o u ts o urcefl tersebut.
Seladutnya dlsebutkan pendapat

Komang Hambada (datam buku
tersebut), bahwa memlllkl
pengertlan sebagat pengallhan sebaglan

atau selunrh p,ekerJaan dan wewenang

kepada plhak laln guna mendukung

stntcgl pemakal Jasa outourcIng, hnrlk

pribadl, perusahaan dlvlst ataupun

sebuah unlt dalam sebuah perusahaan e.

Selaln ltu, deflnlsl outourcIng (sebagal

suatu pedaqllan) .dalam ma.lma hukum

(buslnac lanrS terdaplart dalam Blak's Law

Dlcttonary ro z "outsouttlng agteement,

5 Pasal I I UU Notnor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Milao, Kecil dan Menengah.
6 Ir. Ctandra Suwondo, MM., Pd.D, OUTSOURCING, Implementasi di Indonesia,Elex Media Coryutindo,

Jakarta 2003, hal.3 (sebagaimana dikutip oleh Sahat Damanih Outsourcing & Perjanjian Kerja,DSS puflishing

- Jakarta, 2006, hnl. 2).t Okt"r, P.Z,arr:rlni, Sukses Karyawan Kontrak, PPM Manajemen, Jakarta, 2008, hal. 4.
8 DR. Muchtar Patpahan, S.H., M.A, dan Ruth Damaihati Pakpahan, S.Sos, Konflik Kepentingan Outsourcing dan

Konfrak Dalam UU No. 13 Tahun 2003, Penerbit Bumi Intitana Sejahter4 Jal<art4 2010, hal. 108.
e Komang Priambada & Agus Eka Maharta, Outsourcingversus Serikat Pekerja : An Introduction to Outsourcing,

(Jakarta: Alihdaya Publishing,2008) hal. 12.
r0 Bryan A. Gamer, Black Law Dictionary, Eight EditioD, west publishing, USA 20M,page 1136.
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an alrneement betwen a buslneca and a

servle prodder prcmlw to provlde

necertr &rfic4 esp. data prccesslng

and Informatlon managemenL uslng lts
own staff and qulpment, and usa, at lts
o*m facllltle{.
Dalam terJemahan bebasnya z pef,a4fian

outsourclng, adalah pe{aqJtan tuntuk
melakukan pekerJaan) antara suatu

entltas blsnls dengan peruahaan

penyedla lalanan (prouldetl yang berJaqil

untuk menyedlakan layananfasa (sesual)

kebutuhan, sepertl hosas Pengolahan

Irata dan lllanqlemen Inforntasl, dengan

menggunakan sumberdaya dan peralatan

serta fasllltas sendlrl.

Dalam kaltannya dengan Undang-Undang

KetenagakerJaan, berdasarkan

pengertlan-pengertlan tersebut, dapat

dlsimpulkan, bahtva tstllah

outnurctng funt mempunyal unsur-unsur

(kamkterlstlk) dan nakna yang hamplr

sama atau mlrlp dengan lem.Mga

'@ pelaksanaan

pekerJaan suatu pemsahaan (1laht

peruahaan pemberl pekefaan atau

peruxhaan pengpna Jas
pekedatburuhl kepada Perusahaan

lalnn;ra- (yaltu peruahaan penerlma

pemborongan atau peruahaan penyedla

Jan pekedaburuli Yang dllakukan

melalul perJa4flan pcda4ilan

penydlaan Jam pekef,aDuruh
sebagalmana tercebut dalam IIU

KetenagakerJaiarrtt.

Persamaan karakterlstlk tersebut,
mlsalnya adalah sdmi-samzl merulnkan
perJaqflan penyerahan, pendelegaslan

atau pengalihan suatu pekerJaan/

kegtatan operaslonal suatu p€rusahaan

kepada perusahaan latn yang profeslonal

dl btdangnya. Namun perbedaann;a yang

sangat prtnslp (sesual aengan keadaan

dan kondlsl Indoenesla), yahrl pada

penyerahan sefuglan pelakanaan
pekef,aan suatu peruahaan kepda
peruahaan IaIn tldiak selumhnya dapat

dlserahkan dan bahkan tldak boleh maln
buslnesc yang disenhkan..Hd lnl akan

dluralkan rlncl pada bagtan-baglan

berlkutnya.

Atas dasar p€rms{rmzran kankterlsttk
tersebut ltulah, maka oleh masyarakat

awam, outsourcIng lnl leblh populer

untuk menyebut lembaga "penyenhan

sefuglan pelaknnaan pekefaan suatu

pentnhaan kepda peraahaan IaId'.

Oleh karena ltu dalam tullsan lnt, akan

sertng menggunakan tstltah

"outsourcIng!' (tanda kutlp) untuk

menvebut lembaga "penyerahan sebaglan

pelaksanaan pekerjaan suatu perusahaan

agak leblh slmple dlsebut lembaga

"Penyerahan Sebaglan Pelaksanaan

PekerJaan" untuk menggantlkan trstllah

dth

rr Pasal 64jo Pasal 65 ayat(8) dan Pasal 66 ayat(2) hurufd UU No.13/2003.
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kepada pemsahaan lalnnya" atau yang

Perbedaan Outsourclng dan l,embaga

Penlrerahan Sefuglan ?elakmnaan

Pekef,aan

Sebagalmana disebutkan bahrva antara

outsourcing dengan lembaga

"Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

PekerJaan" terdapat beberapa unsur dan

karakteristik yang sama. Namun ada

perbedaan yang sangat prlnslp dari

keduanya sebagalmana tersebut dl atas.

?ada outsourcing tidak ada pembatasan

pekerJaan / kegiatan atau baglan

pekerJaan yang dapat dlsenhkan kepada

perusahaan laln. Semua pekerJaan atau

kegtatan apa sqja, jasa apapun, baglan-

baglan atau sub baglan

pekerJaar/kegiatan mana sqia, baik

seluruhnya atau sebagalan, baik intl

lcorc buslnessl maupun keglatan

penuqfang lsupprtlng unlt), balk terplsah

maupun men;/iatu, semua (Proses

produksl) dapat dtalihkan se/cara bebas

kepada perusahaan laln Yang

profeslonal sesual dengan maln buslnes*

nya, balk pengusaha Jasa tenaga kerJa

maupun pemborongan bagian Pro's€s

produksl.

Pada lembaga "penyerahan sebaglan

pelakanaan pekeflaan suatu petumhaan

kepda peruahaan lalnnla" yang dlatur

UU KetenagakerJaan, memberikan

penyerahan baglan-bagtan atau salah

satu baglan darl rangkalan prGrcs

produksi yang bersifat penuqlang lnon-
core buslnessf. Sedangkan peke{aan lntl
(core buslness-nya) harus tetap dlkelola

oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demlklan, pada lembaga

outsoutelng, suatu perusahaan dapat

mengallhkan semua keglatan dalam

proses produksl (batk s€tumhnya

maupun secara pftIaIy kepada

beberapa- perusahaan lainnya tanpa

batasan dan aturan core atau non-aone,

sehingga peruahaan pmbed pekerJaan

hanya melaksanakan dan mengelola

proses manqfemen/admlnlstrasi sqla.

Sedangkan pada lembaga "Penyerahan

Sebaglan Pelaksanaan PekerJaan" hanya

boleh menyerahkan pekerJaan / kegtatan

penur{ang (sappofiIng unIO dan tetap

mengelola (fokus memproduksl) blsnls

intlnya.

Persoalan dalam lembaga penyerahan

sefuglan pelaknnaan pekefaan, adalah

keglatan mana yang cote-buslness dan

m.rna yang supportlng, sangat ditentukan

oleh alur pros€s produksl yang

ditentukan dan dllaporkan kePada

instansi KetenegakerJaan dt

Idabupatenfitota setempat. Oleh karena

Itu, dalam proses *perJaqflan penyenhan

sebaglan pelaksanaan pekerJaan"

(outrcurclngfl, selaln harus memenuhl

/ sebagtanbatasan )rang strlck hanya Pada t-syarat hanya

tNrc HUKUMVUU,,IE rul NAI'/.0,R L llAREf, 201 1



keglatan nonoone, terdapat ketent"an
tatn yang Juga harus dlpenuhl, yaknl
"perusahaan yang menyerahkan
pekerJaan" hanr-s membuat alur kegiatan
pros€s pelaksanaan pekerJaan lalur
pftEes produksll yang menggambarkan
dan menentukan, rnana Jrang merupakan
kegiatan pokok (maln buslneesfl dan
mana yang keglatan penuqiang (non
corel. Kemudlan alur kegiatan tersebut
itulah yang dilaporkan kepacia lnstansi
1"1s11a gakerJaan setempat 12.

Dengan demiklan, persyaratan yang

utama pada IJU KetenagakerJaan adalah

bahwa penyerahan sebaglan pelaksanaan

kepada perusahaan lalnnya haruslah
pekerJaan / keglatan )ang berslfat
penuqfang lsuppoftIngll dart suatu
"perusahaan yang menyerahkan
pekerJaan" kepada perusahaan yang

menerlma pekerJaan.
Kedudukan llukum *Outnartlngl" Dalam

KIJII Perdata (llukum Perdata)

Berkembangnya blsnls pengelolaan SDIII

melalul outwutelng dt berbagat belahan

dunla (yang melibatkan para pelaku

gIoMI outsourclngll dlsebabkan

keengganan suatu perusahaan

(penrsahaan yang menyerahkan

pekerJaan) untuk m€ngurus management

SDM (sumber daya manusla) yang terlalu

besar, sehlngga meqJadl trend untrrk

memborongf,anatau mengallhkan suatu

pekerJaan / keglatan kepada perusahaan

laln (profeslonal). Dlsamplng ltu, dalam

perkembangan selaqfutnya ada Juga

suatu perusahaan membentuk

perusahaan-perusahaan tersendlrl

melalul pemlsahan, balk spln off atau

spllt off yang merupakan subsldlarydarl
perusahaan 

''"ang 
bersangkutan untuk

me4Jadl enilty yang terpfsah sebagal

outsourcen

Selaln ltu, tldak menutup kemungklnan

pembentukan outsucer dllakukan

melalul take over (akutslsl) dart

outsourcer yang sudah memenuhl legal

fotmal dan telah operaslonal.
Bisnls outsourcIng lnl, kalau hanya

mendasarkan pada ketentuan KUII

Perdata ytmg menl'andarkan slsl hukum

blsnls, maka cenderung (berpotenslf

rnengarah pada exploltatlon de long
prlong leksploltast manusla oleh sesama

manusla). Oleh karena alasan ltu, untuk

memberlkan perllndunqan bagt tenaga

kerJa dl Indonesla, lahlrtah ketentuan

mengenal *penyemhan sebaglan

pelakanaan pekef,aan suatu peruahaan

kepda peruahaan IaInnSd' dlmuat

dalam Undang-Undang KetenagakerJaan

yang seharl-harl dlkenal sebagal

"outsoutelng!'.

Dengan adanlra pengaturan mengenal

"penyenhan sefuglan pelakmnaan

12 Pasal6 ayat (3) Kep-220/Men/Y2004
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pkef,aat dalam Undang-Undang

Ketenagake{aan, maka dapat dlkatakan,

bahwa dalam peratuan perundang-

undangan lndonesla saat lnl terdalnt 5

(tlga) macam klaslflkasl Jents pedaqlfan

pembotongan pekefaan, yahnl:

1. Pefa4flan pemborongaa pekeflaan

untuk melaf,sanakan suatu

proyet/kegiatan sccara umum dan

spondlk sebagalmana dlatur dalam

Bab Ketqfuh, A Buku tll KUII Perdata

(Pasat 16()1 huruf b dan Pasal 1604

sampal dengan 1616). Temasuk

lrcmborongan pekerJaan dlmaksud

',ang 
khusus untuk melakukan I

melaksanakan keglatan pemerlntah

dan pemerlntah daerah, Bultll serta

swasta naslonal atau untuk

pemborongan pekerJaan umum,

sebagalmana dtatur dalam AV 19411r

yang saat lnt meqfadt baglan y,ang

dlatw dengan Peraturan Pneslden No.

54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan

Barang / Jasa Pemerlntah.

2. Pefla4fian pemborcngan pekefaan

l,ang meruIDakan bagtan dart suatu

nngkalan proses produksl (Pasal 65

I,U No.16f2oo5)

3. Penyedlaan Jasa pekerJa/bunh atau

allh &ya tenaga kefla dalam artl y'ang

leblh khusus (Pasal 66 IJU

No.132fi)5).

Ketlga bentuk pe{aaflan pemboronga
peke{aan tesebut merupakan salah satu
susb slstem dan baglan (ltem) dart
pef,aaJfanpcdaalbn untuk melakukan
pekefaan sebagatnana dlmaksud dalam
Bab KetqfuhA l[lrn Perdata.
Jenls peja4fian-pefia4flan untuk
melakukan pekefaan (overeenkomsten

aan het wer* te daedl yang dlkenal

dalam penturan pemndang-qn{angan,

y"altu:

1. Pe4laqflan kerJa

ovetwnkomlst,
(arbelds

employment
agtwmenQ Y,ang dlatur dalam Pasat

52 tIU ltlo.15f2fi)5 yang dulu dlatur
dalam Pasal 1601 a KIJII Perdata.

2. PerJa4flan ;rembor,ongan pekerJaon

laannemlng Yan ner* oret@nkomq
dlatur dalam nasat 1604 s/d Pasat

1616Jo Pasal 1601 a KIIII Perdata.
5. PerJa4llan melakukan Jasa-Jasa

(orerwkomst tot het renfchten van

enkeldlenstenl.
4. PerJaqflan kemltnan (prtnerchlp

ovetwnkomstt Pasal 1534 BUI.

5. PerJaqftan korporasl lcorponte
oretwnkomsQ Pasal 16 s/d 56 KIIHD

dan UU mengnal korponsl.
6. Pedqltan pelayanan publtk

(publlehwhtelllk verhoudlng!\ tJU

No.8 Tahun I.974 lo IIU No.45 Tahun

1999 dan bebenpa Undang-Undang

fang khusus mengatur rnengenal
pqtabat negara Gru ilA' IJU FIII" IIU
Kn.

13 AV 194!, Algemene Yoortaarden voorde unitvoering bij aannering von openbare werlsen in Indonesia
tn Istilah ini disinggung dalam Pengantar Hukum fidministasi lndonesia (Introduction to Indonesian Administrative

Iaw), Prof.Dr.Philipus M.Hadjon, S.H.,dkt., Gadjah Mada University Press, Yogyzkarta Maret, 2008.
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Perbedaan antara FdP4Jfan kefa
dengan pa{aaflaa-peSaaflan mdakukzn

Sef,aa lalnnya, adalah 1t

- bahwa paa, peflaalbn keda {nmor 1)

terdapat unsur sbodlnasl {antala

ataffin dengan Mvahar4 dengan

tanggung-Jawab tldak tangpung atas

suatu pekerjaan darl atasan (tanggung

Jawabnya z Ylcarloas lbbilI$Q,

sedangkan pada perJaqiian-perJa4iian

melakukan pekerJaan lalnnya (nomor 2

sampal dengan nomor 6), ada koordlnasl

(kesetanan postst sebagal mltn, pftnetl
denqan tanggung-Jawab langsung lstrlct
nablllqa.

Ilalam pertembangan bertkutnya' ada

bentuk-bentuk outaurcIng lalnnla,

sepertl home sourclng'lan otr shoutfngfo-

- Ilomwurc.Ing, adalah Pengallhan

pcke{aan yang btasa dtlakukan dt

kantor untuk {dtbawa) dfterJakan dt

rrmah.
- Otr shourfng, adalah memlndahkan

(rrelokasl) pabrlk ke daenh yang

bertelfunpahan faktor-faktor

prcdukslnya.

Selatn ltu, dalam beberapa lttcratur,

dtsebutkan bentuk atau model

p€nerzUnn outnurclng dalam kontcks'

ketenagakerJaan, ada yang memborong

suatu secara keselumhan

dengan selumh sumbedaya, peralatan

dan sckallgus SDltlaqta lfuII outnucel.
Ada yang terbatas hanya pada penyedlaan

(fasa) tenaga herJany,a sqla (pafing

agenQt1.

- nilI Oatsurce, adalah pemborongan

pekerJa-n sccara penuh (mlrtp

pembor,ongan pekerJaan muml atau

oatnutlng dalam mngkalan proses

produksl). Pada ftill outsurw lnl,
s€mua karyawan (SDltl), peralatan,

tempat kerJa dan pengawasann',a

meqfadl tanggung-Jawab pemsahaan

allh daya tcnaag kleflg loutnurclngfl.
- mrtng Agent, adalah bentuk

pemborongan pekerJaan 
',ang 

hanya

menyedlakan (rasa) tenaga ke{a4'a

sqfa. Dalam hat lnl, tcnaga kerJa

dtserahkan kepadn pengguna Ja*
walau hubungan ke{a4'a dengan

perusahann penYedLa Jasa

peterJaltq{.
Jadl yang tenkhlr tnl l€blh mtrlp dengan

Latuur Suppller, tetaPt bukan labour

suppller s€p€rtl lemfuga pelaSanan

penemptan tenaga ket'a (LPPTK).

Bentuk frtII outsource atau turtng Agent

telsebut sebenarn;'a sudah dftegaskan

Juga prlnstp-prlnslp perbedaanhnya

(temasuk tanggung-Jawabnya) dalam

KuIl Perdata.

t5 Oiu*ialdi, S.H., Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sunrber Daya Manusia), Penerbit

Reneka Cipta" Jakara, 1996. hal.s.
tt opz, hal.5
tt lftida Yasar, Merancang Perjanjian Ke{a outsourcing, PPM Monajemen, 2009, hal. 15'
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Dalam Pasal 1604 BUI Burgerlllk
Wetboek, Blll dlatur, dalan hal

pemborrongan pekerJaan, dapat

ditetapf,an dalam persetuJuan (:dapat

dtperJaqllkan), bahwa sl pemborong

(:perusahaan penerlma pekerJaan) hanva

akan melakukan pekerJaan sqta, l,alnd

apablla plhak I'ang memborongkan

(pemberl pekerJaan) telah ldd untuk

mener{ma pekerJaan dtnatsud (walau

maslh dalam wllayah / kewenangannya si

pemborong) 1e.

hanya menyedlakan tenaga kerJanya, I Seballhya, Jlka sl pemborong dlwqllbkan

paylng agenQ atau la (sl pemborong) Juga I tA$erJaqflkan hanya) melakukan

akan memberikan bahannya @*lpekerJaannya sqfa dan -Jtka temyata-
materlaLnya) rimg ldentlk denqan toIllpef.e4uuo musnan, rnaka ra (sr
outsoutte16.

Artlnya, dalam Kt Il Pedata

WetboeKl Juga dtbedakan

pemborongan pekerJaan, yahd:

pemborong) hanya bertanggung'Jawab

untuk kesalahannya sqla (secan partlat
lBurgerlll
2 Jents

dan tldak secara keseluruhan)P.

1) pemborongan pekerJa.rn lrang hanyra

menyedlakan tenaga kerJa untuk

melakukan pekerJaannya sqfa, tldak

Dengan demlklan, sama halnya dengan

penyenhan sefuglan pelakmnaan

pekefaan suatu pemahaan kepda

petumhaan IaIn loutnudng tenaga

menyedlakan nw matemllnyai dan I fe4a1 dlbedakan antara pfa4fian
2) pemborongan pekerJaan yottg I pemborongan pkeflaan dan perJa4Jtan

dtsamplng menyedlakan tenaga kerJa 
I penydlan Jaa pekeflatburzth

serta melakukan pekerJaannya, Juga berdasartan qtamt dan kondlsl
menyedlakan nw materallnyai

PekerJaannYa l,ang bemktbat Pada
Datam kaltan ltu, dalam halnYa sl

pemborong dtwqltbkan menberlkan
konsekrpensl atau tanggung Jawabnya.

bahannya dan (luga) pekerJanya, (blla - Bllamana ,aw materfal dan tenaga

terJadl reslko) dengan ""- I kerJa4'a !rcmua (dlsedlakan) dart

bagalmanapun (pekerJaan) musnah I netuahaan penetlma pekef,aan darl

sebelum pekerJaan ltu dlsenhkan I suatu nngkalan Proses produkst dart

(sebelum leverfngfl, makasegalakeruglan I peruahaan pmberl pekelaan maka

adalah merupakan tanggung-Jawab "l I dtkatagortkan sebagat pemborongan

pemborong lstrlct IIabIIIA, kecuall I pekef,aan(s,emacam fiil|oatsourwl.

18 Pasal l6M BW
te Pasal 1605 BW
20 Pasal 1606 BW

I tlF{)rirxu,vq.uc)0t rtotff t, NAREI , 2011



- Namun blla petuahaan penerima

pekef,aan hanya rnenyedlekan tenaga

kerJanya sqJa dan rav materlalnya

s€mua disedlakan dart perusahaan

pemberl pekerJaan (atau lstllah undang,

undang : perusahaan pengguna Jasa

pekerJa/buruh), maka diklaslltkasikan

sebagal perusahaan penyedla Jasa

pekerJa/buruh (semacam pylng agenQ.

Darl ketentuan tersebut dl atas, dalam
pertembangann',a saat lnl, ada yang
mengklasiflkasikan semua pengallhan
pekerJaan kepada plhak laln adalah
outnurclng. Ilanya sqla dtbedakan dan
dtbagl dalam dua Jenls, faknl
"outoutelng pekerJaan" dan
"out*uttlng manusla" 2r. Out"rcurclng
pekerJaan dlmaksu.lkan adalah

Selaln ltu, daldm hal pekerJaan / keglatan

pemborngan pekertaan sobagalmana

dlatur dalam KIJII Perdata. Sedangkan

yang diborongkan kepada perusahaan
outsourclng manusla, yang dlmaksud

penerlma pemborongan adalah pekerJaan
adalah outsourrlng sebagaimana

dlmaksud dalam Undang-Undang
darl pentahaan pemberf pekef,aan yang KetenagakerJaan, yaltu penyerahan
buf,an dalam rangkalan pr<xs€s produksl sebaglan pelaksanaan pekerJaan suatu
barang dar/atau Jasa, dan hanya berslfat 

I perusatraan kepada perusahaan lalnnya.
temporer (spondlk), sepertl : pekerJaan I samaxatr outsourclngdengan pffwm
struktur, lnfta struktur, srarana I
prasarana, lnl ttdak terzrasuk kategorl I Pemborongan pekerJaan dalam artl luas,

outnartlng, tetapt muml pemborongan I termasut outnurlng atau aIIh dam

pekerJaan. oteh karena ttu pekerJaan I 
tenasa kef,a dan penyenhan sefuglan

semacam tnl pure dapat disemhkan l*':y""o 
peke4laan' Pada awalnya

I tldak pernah dlperurasalahkan
kepada perusahaan penerlma 

I tsetruanrp, sebelum terbttnya undang:
pemborongan, batk yang bertudaa 

I u.ra.og Nomor 16 Tahun 200t pada
hukum ataa bukan tudan hukum, I t rrgg.I 2E Vlarei 2OO5).

termasuk kepada usha mlko dan usha I Permasalahan pemborongan pekerJaan,

kqII lnatanl entlty, natuurlllk perwonl I khususnya seMglan

sesual dengan profeslonalLsmenya I 
nelakanaan pekelaan ataa outsourclng

maslng-maslng. Ilal lnt Juga murnl I nekeda/burun Justru ttmbut setelah

I terbltnya lIU KetenagakerJaan (yang
tunduk pada keterntuan hukam perdata 

I or.r.., dalam pasal 64 s/d 66 uu No. li
belaka (sebagalmana telah dtuatkan lr.n.rr, 2oo3ll, karena dranggap
dalam Pasal 16,o,4 sampal 1616 KIJII I melegalkan kebendaan lembaga
Perdata). outwuttlng.

2r DR. Muchtar Pakpahaq S.H., M.A, dan Ruth Damaihati Pakpahan, S.Sos, Konllik Kepentingan Outsourcing darr

Kontrak Dalam UU No. 13 Tahun 2003, Penerbit Burni Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal. 109
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Ketentuan pemborongan pekerJaan
dalam BW (KJH Perdata) semula memang
hanya dlpandang dan dltempatlran pure
sebagai hubungan keperdataan (bisnts)

belaka, sehlngga berJalan sebagalmana
layakqra sepertl perJaqjlan blsnls
(perdata) lainnya.

Yang me4ladi persoalan, adalah
tlmbulnya persepsl dan lmage dl benak
masyarakat, bahwa outsourcing adalah
pela4fian kefa waktu tertentu (PI{IllT)

atau PItlllT pastl karena outsourrlng. lnl
merupakan permasalahan tersendlrl
karena adanya pemahaman kellru
khususnya- pada masayrarakat pekerJa

(awam) fang menyamakan outnurclng
dengan PI$ilT. Dengan kata laln, orang
sudah terpola dengan llmu kellrumologl
yang menerlemahkan dan memaknal,
bahwa outsourclng adalah orang (tenaga

kerJa, pekerJa/buruh) yang dlpekerJakan
sebagal "pekerJa kontrak" (tsttlah seharl-
hart dart PKIIIT). Padahal, sesungguhnlna

kedua Jenls perJa4flan tersebut sqlatFnya

sangat berbeda. Artln5m, outsourclng
bukan Pl(lllT, dan seballtmya PIlIltT ttdak
sama dengan outsouttlng.
Oleh karena, pandangan yang sdah
tersebut mer{adl Image yang salah Juga
dalam benak pekerJa/buruh (tenaga

kerJa), khususnya yang ttdak s€n.rng

dengan hubungan kerJa melalul PKIilT

mengaklbatkan mereka aletgl dengan

slstem outourclng. lllalaupun keduanya

ada bebenpa prlnslp penramaan sebagal

suatu perJa4ftan, namun substansln5m

berbeda 22

Kesalah-fahamzrn tensebut berawal
terJadl dalam praktek, 

'almt 
adanya

praktek penyenhan pelaknnaan
pekelaan yang m€mang dllaksanakan
berdasarkan tender (berJangka) untuk
suatu tempo yang dltentukan sehtngga
me4Jadl dallh untuk melakukan
hubungan kela melalul temporar7r
contract : PI{$l'f. Padahal hakekatnya,
kalau peruahaan penedma pekejaan
merupakan perusahaan yang profeslonal
(fokus pnda blsnls Intfi, tenfinya tldak
demlklan maksud undang-undang
mengatunrya. Terlebth Jlka perusahan

outsourcer adalah perusahaan yang -
memang' konslsten dl bldangnya dengan
produk dan maln busln@s yang lebth
focus kepada seita cote buslness yang
didukung tenaga kerJa terampll,
profeslonal dan mempun',al kompetensl
kerJa yang bennutu. Seharusnya s€mua
hubungan kerJa pada outsourclng
melalul "karyawan" tetap (permenent

contnctl. Dengan demlklarr meng-hlre
karyrawan tldak harus dengan hubungan
kela PIIUIT, tetapl Justru perlu
dlpertahankan tenaga kerJanya se.cara

pennanen untuk mendukung
produktlvltas dan profeslonallsme
perusahaan yang konslsten dan

berkesfurambunqan I su lstllnalblel.

Sekedar contoh atau gambaran

perbedaan outsourelng dan PKlf,IT darl
slsl -para- plhahrya, bahwa : plhak-plhak

Ithe paftle4 pada oatnurcIng adalah
en tlty dengan en tI ty lalnnya I corpon t e to

n Outsourcing danPKWT sarna-sarna merupakanperjanjian-perjanjian melalulun pekerjaan.
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sedangkan plhak-plhak pada pII$n 
I sepertt terah drkemukakan, bahwa

adalah perseormgnn (perconal entltyr, 
I prhstp blsnl,s oatnuclng, adalah

natautllJkepercoor) dengan orptate I nulungan hulmm kemltman
entlQratau legal entlty. | (pftnerchlp, relailonshlpl antara

perztnhaan yzng menlienhkan pekerJaan

s€lain ttu, tanggung-Jawabn5ra berbeda, | (Rerusanaan pemberl pekerJaan) dengan

pada outsourcIng agrement karena I neruahaan lang penerlma pekefaan

huungannya kemltnan atau kesetaraan | 
(nerusahaan outsourdt Jadl bukan

(prtnerchlpl, maf,a tanggung-Jawabo* lmasalah hubunqan kerla antan

langsung lstrrctlla,blllt1ts, sedanqkan praa I 
pekerJalburuh dengan perusahaan

PllUtT, karena huunganrya adalah
o u tso ure yang mempekerJa kannya.

hubungan kerJa 
',ang

'latas-bawah"

(emploSmrent

dlentsverhoudlngil,

I Nanun karena adanya anggapan yang
relatlon' 

l**, bahwa oatnurcIng sama dengan
maka tanggung- 

| rnun dan pIIIIT adalah oatwurclng dan
Jawabny'a adatah tanggung-Jawab ildak 

I teryota pada settap karyawan perusahaan
langsung |vlcarfous IIabIIIt rr. outreartlng, maka hubungan kerJanya

Ilengan demlklan, walaupun - | pastt PKIltT. Oleh karena ltu ketentuan

konsepslnya perJanJlan I mengenal outourcIng lnl sertng dlsebut

melakukan pekerJaan, tapt secara I sebagaf modern slave4r. tnllah yang

substanstal keduanya (out"*utlng dan lmeqfadl pemasalahan utana ekslstensl

pttltrT) udak sama, dan konteksnya I outsoutclng dl lndonesla, ya.ng sqcara

sangat berbeda. Arttny"a outsourclng dan I cultunl dan natarcnya berbeda dengan

plgtr adalah dua hal ),ang berbeda. I 
kanltalls dan leberallsme.lf,alaupun

Dengan perlrataan laln, outsourclng tldak I 
hakekat dart pengaturanWa adalah

- lperttndungan tenaga kerJa dan
sama dengan PKWT ltempontycontracQ I '

lpersanaan hak-hak pekerJa antana

organik dengan non-organlk, tetapl
Permasalahan OutsourcIng

Ada dua permasalahan utama
praktek outourcIng leblh ban)'ak

nada 
I dilakukan penylmpangan melalul Ptrllfl

outnutelng, )"aknl nasalah hubungan la.o l"Uh nemprlhatlntran lagl- hanya
kerJa "ka4rawan- outsoaneerdan masale I formattas sebagat wadah atau lembaga
penentuan core dan non-oone buslness I f"S mempekerJakan pekerJa melalul

)rang sangat defutable yang blsa I hubungan kerJa yang berelfat temporer

menyebabkan perallhan tanggUng-Jawab I t""p" uPayra me4ladlkan perusahaan

perusahaan outsuroer kepada I outsourcIng sebagal perusahaan )'ang

pemsahaan pemberl PekerJaan. profeslonal pda maln-busln esaYa.

,a ,'.tnn vg:t4f ru NW t, u,FEr, m1 I t2



Dengan hubungan kerJa yang berslfat
temporer (PI{I[IT) tereebut, ancaman PIIK

blsa terJadl setlap akhlr *kontrak".

If,Ialaupun masih m€ndapat pekerJaan

yang sama pada perlode berikutnya, akan

tetapl blla tenaga kerJanya (dlanggap)

tldak kuallfled, maka dapat dt-PHK

(dalam artl, ttdak dila4lutkan
"kontrak"nya) tanpa 'lresangon".
Padahal hakekatnya ttdak demlklan

maksud undang-undang. Jlka dlslmak
dan dlcermati, ketentuan mengenal

outsourcIngdalam IJU KetenagakerJaan,

tntlnya lebth pada perllndungan bagt

pekerJa/buruh yang bekerJa sebagal

pekela non-organlk (dt perusahaan

oatsouclngfi, khususnya perllndungan

dart adanla gapyang relatlfJauh dengan

peke{a organlk (df perusahaan yans

menyerahkan pekerJaan ).

Banfk pekerJa&uruh yang telah

bertahun-tahun melakukan pekerJaan di
suatu perusahaan, akan tetapl tldakJelas

dengan slapa hubungan hukumnya, tldak

Jelas hubungan kerJanya, slapa yang

meberl perlntah (vlcarfous llabllltyts dan

slapa yang dtpertntah, beraklbat ttdak

Jelas Juga bagalmana pertanggung:

Jawabannya.
Serfurgnya bergantl-gantl "nantla"

lbender4 perusahaan "out&urtef, dan

pekerJa dlpekerJakan dengan obJek dan

lokast kerJa yang tetap sama serta Jenls
pekerJaannya, dllakukan secara rutln dan

bergullr yang ttu'ltu sqfa dart waktu ke

waktu.

Kesalahan pada umurnnla te{adl kettta
awal dlbuatnya peda4llan kefla
(maksudnya saat dtlakukannya hubungan

kerJa). Jlka hubungan antara perusahaan

"outsourcIngl" denqan peke{anp
senantlasa hamonls dan be{alan mulus,

tentu frne dan tldnk akan meqladl

pereolan. Namun pemasalahan tlrnhdl

ketlka terJadl dlspute dan hubungan

kerJa me4f adl dlsharrnonl, maki mulallah

muncul persoalan hukum yang kusut dan

rumlt serta berbellt susah untuk
mengural funang kusuhya karena

kettdak Jelasan hubungan hukum dan

tanggung-Jawabnya.

Dengan penyenhan sebagtan
pelaksanaan pekerJan suatu perusahaan

kepada perusahaan laln melalul lembaga
out^sourcIng, bukan b€nrtl akan
menladakan kenungklnan terJadlnya
permasalahan. Terleblh Jtka manqfemen
perusahaan tldak dlkelola secara
profeslonal dan ttdak mengantlslpasl

kemungklnan tlnbulnya permasalahan

',ang 
mungkln akan terJadt. .fustru

kqsalahan penerallan ketentuan

outsourclng sangat berpotensl
menlmbulkan pennasalahan dan

persoalan baru dt kemudlan harl.

Selaln ltu, nengatasl rumlt dan kusutn;"a
permasalahan outnurtlng, tentu ttdak
dapat dtselesalkan tanpa nlat balk darl
s€mua plhak yang berkepenttngan
(pengusaha, pekerJa/buruh dan

pemerintah).

fi#o n/irlm vf{.trc, m Not,oR l, MAREI , 201 Il3



Untuk menyelealalran maslah tanp
maalah, selaln dibutuhkan blaya, tenaga

dan pikhan serta keterllbatan semua

stakeholder sebagai komponen utama

untuk duduk b€rsama, Juga perlu ada

nlat balk rrntuk mencapal sasaran atau

tqfuan bersama levetyone to be happil.

Outnurclng mem.rng merupakan suatu

lembaga stnategls bagl manqlemen

peruahaan pembed pekerJaan menatap

ke depan untuk Jangka waktu paqlang.

Apabtla manqjemen berhanp -hanya
sekadar- untuk mendapatkan

keuntungan dalam Jangka waktu yang

slngkat dan mengutamakan prctlt
orlentd yang sebesar-besarn5ra, maka

serlngkalt perusahaan akan mengalaml

kekecewaan.

Bebenpa hal 1'ang serlng memlcu

tlmbulnya perselislhan dalam hubungan

hukum penyerahan pelakasanan pekerJan

melalul lembaga "outsourclngf', (antara

laln) adalah2s adanya oerbedaan

keoentlnqan dlantara para plhak, sepertl

mlsaln;,a:

- plhak penguaha (perusahaan pemberl

pekeflaafl, mengharapkan agar pekerJa

melakukan pekerJaan dengan sungguh-

sungguh agar dapat menghasllkan

produlrsl yang makslmal.

- Demlklan Juga, pembed pekelaan

menghampkan kualltas balang ),ang

tlnggl dengan harga I blaya yang

serendah-rendahnla;

- Sebatlhrya plhak penedma pekerJaan

(perusahaan ou tnurretl mengharapkan

kudttas yang terendah dengan harga

yang tlnggl;

- Dan, pthak pekerJa/buftrh serlng

mengharapkan bekerJa santal, akan

tetapl berharap dapat menghasllkan

upah yang ttnggt;

Dengan adanya perbedaan-perbedaan

kepentlngan tersebut, rnaka reslko 5ang

mungktn tlmbul darl (btsntsl outsourclng,

antara latn adalah: a

r Produktlvttas Justru menurun Jtka

perusahaan outnurcIng (pthak

penerfma pekeflaanl )'ang dtplllh

ttdak kompeten;
. wtonlJ man on the trong place lllsa

proses seleksl, tnlnlng dan

penempatan tldak dllakukan sccara

cermat oleh. perusahaan outwurclng.

r Berpotensl terkena kewqflban

ketenagakerJaan Jlka perJaqJlan

blsnlsn;ra : PKS (perJaqltan ke{a

sama) dengan perusahaan

oatsourcIng ttdak dlatur dengan

tegas danJelas dl awal kerJasama;

23 Sabat Damanik, Outsourcing & Perjanjian Kerya, DSS Publishing, Jakarta, 2006, hal. 95

'o Maialah People&Business, Edisi 08 - Februari 2007,hat' 14.
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. Regulasl khusus penturan

perundang-undangan menegenal

outsourclng yang belum konduslf
akan memlruat penentuart core dan

non cone Juga belum Jelas mer{adl

sllang pendapat yang tak ben{ung
pangkal.

o Pemilihan perusahaan Jasa

ou tsoarclng yang satah blsa beraktbat

berallhnya status hubungan kerJa dart

perusahaan, pemberl Jasa pekerJa

(zperanhaan penyedla Jas
pekefalburuhl ke perusahaan

penerlma Jasa pekerJa l: petumhaan

pembed pekerJaanl.

Permasalahan laln 
'ang 

tldak dapat
dlpungklrt pada outwurlng, bahwa
dalan pelaksanaan perJaqllan

terkadang sullt
membedekan dan 6qnlsahkan para
pekerJafturuh yang t€rllbat dalam suatu
akttvltas atau proses produksl dl suatu
penrsahaan (khususnSa dl peraahaan

Sang menSorahkan pekeflaanl. Terleblh

Jika para pekerJa/buruh belada dalam
suatu tempat dan lokasl kerJa fung sama
dan melakukan pekerJaan / keglatan
sqfenls untuk suatu perusahaan yang
sama, sementara buslness entltynya
berbeda.

hhas ;rang serlng dlpergunakan untuk
Selaln ltu, faktor-faktor lalnnya f"lrg lmembedakanadalah,,staf organlK, untuk
me4Jadt permasalahan darl blsnls I pekerJa yang hub"ngan kerJanya

outsourclng lnl, adatah kondlsl ekonoml I langsung dengan lretuahaan Sang

polittk png ttdak stabil, misal adanya I 
menfetahtun pekef,aan dan "staf non

kenatkan harga EBltt setrtng kenatkan I ?'*** untuk pekerJa yang hubungan

I fedanya pada pentnhaan Sangharga mlnyak dunla, atau adanya I _ _:--__ __, _ -___- " I menerfma pekef,aan. Ada Juga yang
keblfakan baru yans muncul setelah 

I menggunatan lsHlah ,,orang dalam,, dan
terJadlnya hubungan hukum antara para | ,,orang lua/'. Inltah yang dtkhawaHrkan
pthak Oleh karenanya klausul-klausul I oleh pembentuk undang-undang

dalam perJaqJlan (PI[S) seyogyanya lsehlngga dlbuat ketentuan yang

dlanttslpasl kemungklnan-kemungrktnan I 
mengatur mengenal out'souttlng' agar

- _^_-_.r.^- t dalam melakukan suatu prcr€s produksl,
Srang akan terJadl yang dapat meruglkan I 

*-
I tldak ada dlskrlmlnasl ttdak ada

Para plhak atau salah satu pthak, 
I p"rn"a..o perlakuan perbedaaan hak-

termasuk kemungklnan lahlrnva 
I no pekerJa/buruh (otgantk dan flon-

kebffakan baru atau perubahan harga I organlg, tenmasuk perbedaan perlakuan
BBM. I datam pembayaran upah untuk pekerJaan

25 Undang-undang No. 2l Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Covention No.lll concerting Discrimination in

Respect of Employment and Occupatlbr (Konvensi No.l l l tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan).

Lihat juga Pasal 66 ayat (2) huruf c serta Pasal 4 ayat (2) Kepmenakerhans No. Kep-101/IvIENNV2004 tentang

Tata Cara Perijinan Perusabaan Penyedian Jasa Pekerja Buruh.
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Demtklan Juga dalam undang-undang, 
I

dlbuat ryant-s;narat dan ketentuan

membuat perusahaan outosurclng dan

syarat-syarat pensrcrahan sefuglan

pelaknnaan pkerJaaa kePda

petaahaan IaIn serta konsekwensl

berallhnya hubungan kerJa bllamanada

Bagalmana ketentuan out"nurcIng dalan
peraturan perundang-undangan dl
tndonesla dan stntegl apa 

''ang 
dapat

dllakukan untuk menylf,apl pentwan
perundang-undangan mengenal
outsourclng sehlngga tldak bemklbat
fatal dan Justru menghambat Prosesl
produksl ?. Permasalahan-penmasalahan
tersebut dluralkan dl Baglan Kedua darl

syarat-syarat yang tldak dllndahkan 
I t.rrtsao hl pada edtel (terbltan)

(dftesamplngkan). I selaqfutnya. Semoga bennanfaat.

Jakarta, 23 Pebruarl 2O11
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Opttmalisasl
Peran Balai Latihan KerJa

Oleh: Rambang Adi lB, SH

PENDAIIULUAN Hal inl me4ladt tantangan bagt BLK untuk
lkut andll dalam menylapkan tenaga'

Pembangunan ketenagakerJaan I tenaga temmpll yang akan bekerJa dttuar
sebagal bagtan lntegral darl I negerl. BLK akan bertungsl sebagat wadah
pembangunan naslonal berdasartan I penghasll tenaga kerJa yang handat dalam
Pancaslla dan, Undang-Undang Dasar I mamasukl pasar kerJa. Globallsasl

INegara Kepubllk Indonesla 1945, I ekonoml dan perdagangan bebas telah
dllaksanakan dalam Ianqka I memacu perubahan struktw ekonoml dan
pembangunan manusla Indonesla I lndustrt. Secam tldak langsung hal lnt
seutuhn;ra dan pembangunan I akan mempenganrhl kebutuhan tenaga
maryankat Indonesla selumhnya untuk I kerJa, balk dart slsl Jents maupun

meningkatkan harkat, martabat dan I kalslflkaslnya. Darl tahun ke tahun
harga dlrt tenaga kerJa serta I persalngan tenaga kerJa yang telampll
mewqfudkan masyarakat sqfahtera, adll, I dtbtdangnya cenderung mengalaml

makmur dan merata batk materill I pentngkatan, batk dlpasar ttng[at
maupun splrltual. I naslonal, reglonal maupun lntennaslonal.

Pembangunan ketenagakerJaan harus I Oleh karena lD€ran BLK sangat

dlatur sedemlklan rupa sehlngga I sentra maka dalam lkut serta mentngkat

terpenuhl hak-hak dan perllndungan I ketrampllan bagl tenaga ke{a, maka

yang mendasar bagl tenaga kerJa dan I perencanaan progtam pemanfaatan BLK

pekerJa/bumh serta pada saat bersamaan I meqladl pentlng. Ild tnl agar keberadaan

dapat mewqfu'lkan kondtst y.og I nln me4fadt tldak mubazlr.

konduslf bagl pengcmbangan dunla I Penyempunnaan pro$am pelatlhan

usaha. I penlngkatan kompetensl kerJa dan

Peran Batal Latthan KerJa (BLK) | fasllltas latnya. Selaln ltu perlu Juga
dalam melatlh calon Tenaga KerJa I menyempurnakan paradlgma pusat-pusat

Indonesla {Tl{I) sangat pentlng" selaln I pelatthan tenaga ke{a, lembaga

memberlkan pelatlhan untuk tenaga I pelatlhan, mauPun pemn BLK ttu

kerJa dlsektor fonnal, BLK JuSa I sendlrl baft l,ang dltanganl oleh

diharapkan dapat membrerlkan pelatihan I pemertntah pusat maupu pemerlntah

untuk calon TIII dlsektor lnformal yang I daerah.

akan bekerla dl luar
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Salah satu faktor penttng
berJalanrrya fungsl BLK rlatam mela5ranl

maqnarakat dalam upaya menlngkatkan

pelatlhan dan ketnmpllan adalah peran

lnshrrktur.

Keberadaan lnstruktur lnl meqfadl

sanqat p€ntinlL sebagai qiung tombak
g.uzr BLK men4falankan fungst dan

tugasnya. ltarus klta akul seme4fak en
otonoml berguttr bebenpa tahun
lampau" banfak fungst BLK dt daerah

me4fadl terhambat. Salah satunya

ketladaan lnstruktur yang dls€babkan

mutasl ke unlt ke{a laln yang tldak ada

kaltannya deng;an kompetensl 
',angbersangkutan. Int salah satu

permasalahan yang serlus, untuk scgera

dlcarlkan Jdan keluamya. Bahkan

llenakertmns sendlrl menyampalkan

bahwa Hsb lnstruktur yang ada dt BLK

sudah pada tahap !,ang memprlhatlakan.

Artln',a BLK btsa tldak berfrrngsl atau

tutup gara{Era tldak ada lnstmktumya.
Dalam mng:ka pembenahan BLK

lnl, pcmerlntah dalam hal tnl
Kementerlan Tenaga KerJa dan

Transmlgasl akan melaksanakan

proglam kerJa dtkembangkan untuk
rnenlngkatkan ketenmpllan pencarl

kerJa dan p€nan lnl membutuhkan

dukungan pemerlntah daenh pthak-

dorong agar hedepan BLK dapat meqfadl
lokomotlf dalam meqfadl tempat
pelatihan ke{a fomal maupun lnformal.
Pelatlhan kerJa merulnkan keselumhan
keglatan memberl, memperroleh,

menlngkatkan serta mengembangkan

kompetensl kerJa, produktMtas, dlslplln,
slkap dan etoe ke{a pada tlngf,at
ketenmpllan den keahllan tertentu
sesual dengan Jeqlang dan kuallflkast

Jabatan atau pekerJann. lfalau menytmak
pengertian pelatthan kerJa sebagalmana

dlamanatkan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2OO5 tentang KetenagakerJnan,

tentunya lDqan BLK tldak hanya melatlh
omng meqladl memlllkl ketaanpllan
kerJa sqla, tetapl hams blsa

nenlngkatkan etos ke{a dan dlslplln bagl
peserta yang lkut program pelatlhan dl
BLIL

SARAIIII PEIIGEFIBANGAII SDII

S€bagal samna tenpat lrclatlhan
kerJa, BLK Juga dapat dlkatakan sebagal

lembaga pendldlkan bagl pengembangan

sumber daya manusla yang menghasllkan

tcnaga kerJa teiampll yang slap memasukl

dunla kerJa maupun mentngf,atkan

ketrampllan bagt para pekerJa agar leblh

berkompetensl.

Intl permasalahan dalam

plhak t€*alt. I pengembangan sumber daya manusla

Italaupun p€nrn BLK belum I benada pada prsnlngkatan kulaltas

optlmal dalam mencetak calon tenaga I tenaga kerJa yang memPu ne4fadl

kerJa },ang tenmpll sebagalmana I nelaku-pelaku dalam b€rbagal bldang

dlhanpkan, namun tetap harus kita I kehtdupan.
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Tenaga kerJa ltu sendlrl pada dasarnya I Jtk" pengeluaran untuk menlngkatkan
lalah sumber daya manusla yans I kapasttas tersebut dttlngkatkan, maka
berdlmensl banyak, bdk manusla I nltal produktlvltas darl sumber daya

dlpandang s'qcara flstk, lntelektual, I manusla akan menghasllkan nltat balk
maupun moral. I{arena ftrgamn}a I lnte of retuml yang poslfif.
dlmensl sember daya manusia, maka I Pada dasarnya teorl human capltal,
pengembangan sumber daya manusla lyattu suatu allran pengeluaran ;,ang
bisa cukup dtbakukan oleh salah satu I menganggap bahwa manusla merupakan
sektor semata-rnata. suatu bentuk kapltaf sebagalmana bentuk

Namun demlklan, dlantara sektor- | kapttal-kapital lalnya, sepertl mesln,
sektor dalam pembangunan, tanggung I teknologl, tanah, uang, materlal yang

Jawab terbesai dalam peningkatan I menentukan pertumbuhan produktlvltas

sumber daya manusla berada I melalut lnvestasl dirlnya sendlrl.
kementerlan pendldlkan nasional, I Seseorang dapat memperluas alternatlf
sebagal penanggung Jawab slstem I untuk memillh profesl atau pekerJaan

pendldikan naslonal. Slstem pendidlkan ly.ttg pada glllranya akan menlngkatkan

tersebut balk pendldlkan pengelolaan I keseJahteraan. Ifuman @plta| lnl dapat
atau pendldlkan sekolah. Pendtdlkan I dlapllkaslkan melalul berbagal bentuk
luar sekolah terdlrl darl berbagal I lnvestasl sumber daya manusla

bentuk" dlantaranya pendldlkan I dlantaranya pendldlkan forrral,
keluarga, pendldlkan masyarakat dan I pendldlkan lnformaltpelatlhan,

pendldlkan dlllngkungan lndustrl. pengalaman kerJa, kesehatan, glzl dan

Sumber daya manusia tedtrl darl I transmlgrasl.

dimensl kuantltatif dan dlmensi I Cara berplklr lang tertuang dalam teorl
kualttatlf tenaga kerJa, prestasl tenaga I sumber da),a manusla lnl sebenarnya

kerJa yang memasuki dunla kerJa dalam I mtrlp dengan "tuhnologlal
Jumlah waktu belaJar adalah dlmensl I functlonallsttl'. Teorl tnl menekankan

kualttatlf sumber daya manusla. I pada tungsl teknologls darl pendldlkan

Sedangkan dimensl kuantltatlf I dan pendalnaguna:rn sumber daya manusla

mencakup berbagal potensl yang I secara eflslen. Teorl tnt menerangkan

terkandung pada setlap manusla, antara I bahwa pendldlkan memlllkl eflslen dan

latn plklran (lde), pengetahuan, sikap I memlllkl perurn yang sangat menentukan

dan ketrampllan yang memberlkan I dldalam perkembangan maqrarakat.

pengaruh terhadap kapasltas I Menurut teorl sumber daya manusla,

kemampuan manusla untuk I tenaga kerJa dlanggap sebagal kapltal

melaksanakan pekerJaan yang produktlf. I yang tercermln dl dalam pengethuan,
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gagasannde, krcatlyltas dan ketmmpllan

serta produktlvltas kerJa. Jtkn tenaga

kerJa dlpandang sebagal pcmagnng

kapltal, mereka dapat menglvestaslkan

dlrlnya untuk kepenttngan dtriny'a bukan

dlrnanfaatkan bagl keuntungan

seseonng atau kelompok (mqflkan, tuan

tanah, pemilik modal). Jlka eksploltasl

tnl terJadt, tenaga kerJa hanya memllkl

fungsl sebagai alat produksl maupun

hasil produksi. Dengan demiklan

keuntungan potenslal mreka telah

dtptndahkan ke tangan para pemtltk

modal. Dalam suatu slstem produksl,

penlngkatan produktlvltas dapat

dilakukan Jika faktor-faktor produksl

lalnn5a dtberdayakan oleh tenaga kerJa.

Dengan konsep lnl, sumber daJra

manusia tidak semata-mata dianggap

sebagal faktor produksl )PanS

konvenslonal, tetapl penggerak slustem

produhsi secara menyuluruh.

SeJatan dengan konsep lnl, maka

stmtegl pengembangan sum-ber da;ra

manusla harus berdasarkan Pada

prlnslp-prlnslp sebagat berlkuE

a. Pembatasan dan Perluasan

pendtdikan harr.s dtctPtakan

b€ntama, dengan lnl dllakukan uPaya

peningBatan relevansl pendtdikan

s€cara leblh merata dan meluas

dalam ,berbagal Jenls, Je4lang dan

Jalur pendldtkan.

b. Pengenbangan dan pendayagunaan

llmu pengetahuan dan tehologl
(IPTEK) 

''ang 
memungklnkan untuk

me4ladl sumber penggenk bagl

perluasan motlvasl lapangan kerJa.

c. Reformasl dtbtdang pendldlkan dinas

yang sedang bertembang, dlmana

kondisl ekonoml sqdah mqfu dengan

berbasls perlndustrlan, maka strategl

pengembangan sumber daya manusla

dlarahkan untuk teorltls pendtdlkan,

fungsl dan pengembangan rlset

teknologl untuk mendorong

terclptanya llmu pengetahuan dan

tekrologl, yang sesual dengan

kebutuhan lndustrl.

d. Dlnegara 
',ang 

sudoh mqlu perlu

dilakukan lnovasl dltlap bldang

shingga strategl pengembangan

sumber daya manusla leblh terfolms

pada penlngkatan mutu pendtdtkan

tlnggt.

e. Berdasartan pada hasll anallsls

kondlsl ketenagakerJaan secara

lengkap mencakup;

- kebutuhan tenaga kerJa,

- slstem pendldlkan formal dan non

formal,

- struktur tenaga kerJa dan

pengflunaan tenaga kerJa terdldlk

yang bertudttas.

f. Inventarlsasl kebutuhan lsnaga kerJa

dalam Jangka pendek berdasarkan

pada estlmasl kebutuhan tenaga kerJa

dalam perspektlf Janqka paqfang.

NFO nU(N Vo{.I,f. nil Nouw l, illF.Fr, ml 1

I

20



Peran batal Latthan kerJa yang tldatr melakukan kreasl lnovacl tlanr

senata..mata sebagal lembaga | 
funplovlsasl dalam uPqta pcrnbangunan

pendldlkan Jalur non formal, I daenhnya. Pemberlakuan otonoml daerah

sebagalmana dlualkan dlatas s€dlklt ltercebut membawa lmpllkast tcrhadap

ban',ak tclah menyumbangkan lnvestasl I nerunanan dalam penyelenggaraan

dalam bldang sumber daya manusla. I nemertntahan )'ang semula merulnkan

Investasl lnl fidak Jauk b€6eda dengan I 
kewenangan pemerlntah pusat kemudlan

konsep lnvestast manusla Juga dtanggap I 
dtserahkan mer{adl kewenangan

sebagat suatu entltas yang nllalnya tba I 
pemerlntah daerah balk prrovtnsl, maupun

bertembang dt kemudlan hart melalut I 
kabumten/kota'

suatu proses pengembangan nilal sepertl I 
lniun yang dlsebut dengan

penlngkatan slkap.

Perllaku, wawasan,

Desentmllsasl. Pengertl,an desentraltsast
menumt lIamus Besar Bahasa Indonesla

keahllan Oor, I terbltan Balal hrstaka l(s6s1dlknas,

ketrampltan manusla dengan nilat'nilal I 
menxebutkani slst'em pemerlntahan pngl

tersebut merupakan subyek darl
Ieblh Unya* memberlkan kekaasan

I kenda oemedntah daenh. Dart
konsepsl sumber dalra manusla atau I

I pengertlan tenebut dapat dtartlkan
humaa capltal. Pengembangan sumber 

I seoagal bentuk peltnpahan kewenangan
daya manusla tersebut dapat dtlakukan 

I remertntan pusat kepada pemerlntah
melalul pendldlkan dan pelatlhan P"d" I Daerah. Tahun 1999 merulnkan fittk
berbagal Jeqlang dan Jalur' sumber d")"" 

I baltk penflng dalam sqfanh desentnllsasl
manusla bendlal Jlka kemampuan, I dl todooesla, karena amfnrya pemerlntah

keterampllan dan pengetahuan yang I pusat bers€dla mendesGntnllsaslkan
dlnltkt sesual dengan kebutuhan htdup I kewenanganya dengan lahtnrya Undang:

dan sektor pembangunan yang I Undang Nomor 22tatiun 199eJo Undang-

memberlkan keuntungan, balk bagl lUndang Nomor 32 Tahun 2(XJ4 tentang

indtvldu maupun kepada nasyaratat ( | Pemertntahan Daenh dan Undang-

F.Ilarblson C.ltleyers, 1964).

EBAOTONOIII DAERAII

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Pertmbangan Keuangan Antara

I Pemerlntah hrsat dan Daenh.

Sqfak kehadilan Undang-Undang I Dlsadarl bahwa pembertan porsl ;,ang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang I lebth besar kepada daerah untuk

Pemerlntahan l)aerah, dtmana sqfumlah I 
melaksanakan pembangunan dlbldang

kewenangan telah dlserahkan oleh I 
pendtdlkan membawa cqlumtah lmpllkasl'

Pemerlntah Pusat kepada Pemerlntah I 
senertt bl'lang admlnlstnsl,

naerah, memungktnkan daerah untuk I 
kelembasaan' keuangan' pcnencanaan

dan
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Semerqlak era otonoml daenh I pertambangan dan kehutanarV
dlgullrlran, maka balal latlhan kerJa Juga I llngkungan hldup. Keblfakan Konsenasl
turrt dlserahkan kepada pemerlntah I serta keblfakan standarlsasl naslonal.

daerah. Bahkan daerah yang belum ada I Dttuar kewenangan tersebut dlatas,

batat latihan kerJa, mereka bennlnat I bldang pemerlntahan 
',ang 

wqtlb

untuk mendirlkannya, dengan alasan I dlselenggaran oleh pemerlntah daerah

untuk memberikan bekal ketr:ampllan I kabupaten dan kota mellputl:
kepada wargan),"a. Bahwa balat latthan I 1. PekerJaan umum

kerJa merupakan baglan darl program | 2. Kesehatan

ketenagakerJaan, sebagalmana amanat I C. Pendldtkan dan kebudayaan

Penrturan Pemerlntah Nomor 58 tahun 14. Pertanlan
I

2OO7 tentang Pembagtan u-*o I S. Perhubungan

pemerintahan, antara kewenangan | 6. Industrl dan perdogangan

Pemerintah, Pemerintahan Daerah | 7. Penanaman modal

Provlnsl, Pemerlntahan Daerah | 8. Lingkungan hldupt-
l{abupaten dan Pemerlntahan Daerah | 9. Pertanahan

Kota. Pemerlntah Pusat masih memlllkl I to.Itoperast
kewenangan yang mellputl yaltu :

1). Poltttk luar negerl

2). Pertahanan Keamanan

5). Peradllan

4). Moneter dan Flskal

5). Agama

ll.Tenaga ke$a.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO5

tentang KetenagakerJaan,

m€ng.rmanatkan bahwa pelatlhan kerJa

dlselenggankan dan dfarhhkan untuk

Selaln kellma hal tersebut dlatas, ada I membekall, menlngkatkan dan

bldang lalnnya yang tetap me4fadl I mengembangkan kompetensl kerJa

kewenangan pemerlntah pusat yattu: I grt t menlngftatkan kemampuan,

peren@naan naslonal dan I produktlvltas dan keseJahtenan.

pengendallan pembangunan sektoral I l{enlngkatnya kesqfahteraan bagl tenaga

dan naslonal secan:ia makro, Kebtfakan I te4a yang dtperoleh karena terpenuhlnya

dana perlmbangan keuangan, Keblfakan I kompentensl kerJa malalul pelatlhan

slstem admlnlstrasl negaa dan lembaga I kerJa. Pelatlhan kerJa dtlaksanakan

perekonomlan n€gara, Kebllakan I dengan memperhatlkan kebutuhan pasar

pemblnaan dan penberdayaan sumber I kerJa dan dunla usaha, balk dl dalarn

daya manusla, Kebllakan pendayagunaan I maupun dlluar hubrnrgan kerJa. Pelatlhan

teknologl tlnggl dan strategls, serta I kerJa dtsetenggarakan berdasarkan

pemanfaatan kedlrgantalaan, kalautan, I progtram pelatlhan yang mengacu pada
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standar kompetensl kerJa dan dllakukan

lrecara berJe4fang. Jeqlang dalam

pelatlhan kerJa pada umumnJra terdlrl
atas ttngkat dasar, tenmpll dan ahtl.

Dalam konteks Undang-Undang

KetenagakerJaan, setlap tenaga kerJa

berhak untuk memperoleh dan/atau

Pelatlhan kerJa tldak dapat

dlplsahkan darl pendlrllkan fonnal yang

harus dlmlliftl Frra pegerta yang akan

maupun sedang melaksanakan pelatlhan

kerJa dt balal latlhan kerJa. Dalam kontek
pelaksanaan otonoml daenh dltegaskan

bahwa slstem pendldlkan naslonal yang

berslfat sentmllstls selana lnl kuang
mendorong terJadlnya demohatlsasl dan

menlngkatkan dan/atau

mengembangkan kompeterrsl kerJa

sesual dengan bakat, mlnat dan

kemampuannya melalul pelatlhan kerJa.

Pengusaha bertanggung Jawab atas

penlngkatan darVatau pengembangan

kompetensl pekerJanya melalul

pelatlhan kerJa. Setlap pekerJa memlllkl

kesempatan yang sama untuk menglkutl

desentrallsasl penyelenggaraan

pendldlkan. Sebab slstem pendtdlkan

fang senhallsasl dlakul kuang blsa

mengakomodasl kebengaman daerah,

keberagaman sekolah, ser?"a keberagaman

peserta dldtk.

Menguatnya asplrasl bagl
pelatlhan kerJa sesual dengan bldang 

I otonomlsast dan desentrallsasl
tugasnya.. pendldlkan tldak terlepas darl kenyataan

Penyelenggara pelatlhan kerja I- 
| adanya kelemahan konseptual dan

dltaksanakan oleh lembaga pelatlhan I

kerJa balk miltk pemerlntah maupun I 
nenvelensgaraan pendldlkan naslonal'

lyattu; 1) keblfakan pendtdlkan naslonal
lembaga pelatlahn kerJa mtltk swasta. l'
Tempat dllaksanakan pelafihan rer;a I 

sangat sentnllslttk dan serba seragam'

dapat dlselenggaiakan dttempat trerJa llang Pada glllrannya mengabalkan

maupun dltempat pelatlhan. keberagaman sesual dengan realltas

pe.serta yang telah selesal menglkutl I 
kondlst ekonoml' budayra mas5rarakat

petatthan kerJa dl balal latihan kerJa, I 
tndonesla dt berbagal daeruh' 2l

tentu berhak memperoleh pengakuan I keblfaksanaan dan penyelenggaraan

kompetenst kerJa yang dllakukan melalul I nendldlkan naslonal lebth berorlentasl

serttftkasl kompetensl kerJa 5lakrt proses I RaAa pencapalan target-target tertentu,

pemberlan sertlftkasl kompetenst yang I sepertt target kurlkulum, 
''ang 

pada

dllakukan secara slstlmatls dan I glltranya mengabalkan proses

obyekttf melalul kompetenst yang I pembelqlar.rn },ang efektlf dan mampu

mengacu kepada standar kompetenst I me4langkau seluruh ranah dan potensi

anak dldtk.naslonal darVatau lntemaslonal.
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Sedangkan kebendaan balat latlhan

kerJa yang saat lnl ada dlpandang

belum optimal dalam melaksanakan

penanya menlngkatkan konpetensl para

tenaga kerJa. Bahkan saat lnl banJrak

balat latlhan kerJa 5mng semula dlbawah

pemblnaan penerlntah daerah, karena

alasan tertentu, dlkemballkan kemball

kelnda pemerlntah pusat dalam hat lni
Kementerian Tenaga IftrJa dan

Ttansmlgnasl., ltlengelola balai latihan

kerJa memang memerlukan manqlemen

),ang baik serta dl-fuck up dengan

anglanrn 5mng memadal, sehlngga dapat

berftrngsl dengan batk. Ketladoan

anggaran mempakan salah satu alasan

pemerintah daerah untuk menyenahkan

kemball balal latlhan kerJa tersebut.

Oleh karena itu pemerlntah hants leblh

folms untuk p€nguatan peIan bdat
tatlhan ke{a perlu terus dttlngkatkan

kapaslstasnya. Dlharapkan balat latthan

kerJa dapat me4fadl lokomotlf dalam

menciptakan tenaga kerJa tenmptl yang

slap bersalng dlpasar kerJa naslonal,

reglonal maupun lnternaslonal.

DESENTNALISASI PENDIDIIfAII

Kehadlran Undang-Undang Otonoml

daenh telah membawa sqfumlah

p€rubahan dalam tatanan pemerlntahan,

temtama dengan dtselahkannYa

seJumlah kewenangan kelnda .daemh'
yang semula meqfadl urusan pemerlntah

pusat. Salah satu kewenanqan tersebut

adalah dlbldang pendldlkan.

flamun otonoml dlbldang pendldlkan

b€rb€da dengan otonoml dlbldang

penerlntahan lalnn;n, ynng tertentl pada

tlngkat kabupaten atau kota. Otonoml

dtbldang pendldlkan tldak hanya berhentl

pada tlngkat kabupaten atau kota, tetapt

sampal pada qfmg tombak pelakasanaan

pendtdlkan dl lapangan yaltu sekolah,

Banyak yang benngggpan bahwa

pelaksanaan otonoml daenh nemberlkan

hanpan akan perbalkan penyelenggaraan

pendtdlkan rlan pada gltlnnya

menlngkatkan kudltas out putnya"

Desentamllsasl pendldlkan t€lah

dlterapkan sqfak tahun 2OO1 dan

merupakan konsekuensl darl penerapan

desentnllsasl pendldlkan sebagalnana

amanat Undang-Undang. Sudah banng

tentu Pemerlntah Daerah llabupaten dan

Kota wqllb nenyelenggarakan pendldlkan

bagl warganya, dengan mengalokaslkan

ang:u:?an pendtdlkan l,ang memadal

dtdalam APBD menef,a. Ifarena

bagatmanapun sektor pendtdlkan sangat

penttng bagl penlngkatan mutu sumhr
da5a manusla (SDII), dlsamptng sektor-

sektor lalnya.

Oleh karena kewenangan s,ektor

pendldlkan telah dlllmpahkan kepada

pemerlntah daemh llabulnten dan Kota

maka mau tldak mau PlnPlnan daenh

berserta lembaga legeslatlf bekerJasama
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untuk mcmqlukan sektor p€ndtdlkan 
I na rrrl tercermln darl hasll pengk4flan

drdaerah mereka sesuar dengan lo"n menemukan hat-hatk sebagat
kemampuan yang ada. selaln angflaran, I uerlrut; 1) dalam hal pendanaan
dalam uPaya memqf'kan pendldlkan dl I ketergantungan daeNah akan dona darl
daerah Juga dllakukan penyedertanaan I pemerlntah pusat maslh tlnggl,
dan memperslngkat btrokrast I sementara komltmen pemerlntah daemh

pendldlkan, meningkatkan tnlslatlf dan I untuk menyedlakan anggamn dana

kreattvltas dalam mengelola pendldtkan I nendldlf,an maslh dlpertanyaaf,an. 2) dana

yang lebih memungklnkan tercapamn I 
operaslonal sekolah balk sebelum

pendldtkan pada daerah_dae""n I mauPun sesudah desentnllsasl

- I pendtdtkan sama sqra, tldak adate4rencll serta yang teblh pentlng lagl I '
- | perbedaan ),ang b€mrtt. 5) klnerJa

menlngkatn;,a parttslpasl masyamkat I -

I pengelolaon pendtdlf,an balk dlngkatdalammendukungp€ndldlkan. 1.. _.blrokrasl pendtdtkan dl kabupaten/kota,
sementara ltu selaln hasll poslttf yang 

I t"".-.t o dan flnglrat sekolah
sudah terllhat, temyata naslh ada hal- lcenaerung maslh cana antara scbGlum
hd laln dalam petaksanaan I aan sesudah deccntnll,sacl. L,
desentnllsasl pendtdlkan ;ang belt'm I pemerlntah daenh belum sscara cerlus
memuaskan. melakukan pembangunan dan

IIasil penqtr4ftan yang dllakukan I pemennaraan aspck nsfi sekolah,

Kementerlan Pendldlkan llaslonal cq. I khususnya untuk gckolah dasar. 5)

Dtrektont TK dan SD, menu4fukan I bantuan saftrna dan pracarana pendldlkan

bahwa pelaksanaan desentraltsast I dlsefoUn cenderung maslh sama, atau

pendldlkan dI Indonesla belum mampu ldengan kata laln penenpan

membawa pentngkatan b"n, I 
desentmllsasl pendldlf,an ttdak aecara

pengembangan pendldtf,an dt daerah. I 
lansouns mampu menlngkatkan

I ketersediaan sarlana dan pmsaana
keadaan IDengan kata Inln keadaan i

I PendFlkan dfe€f,olah. 6) pemerlntah
Pengembangan pendldlkan dldaenh la."-n masrh belum mampu memenuhr
maslh belum menuqlrrkqn perbedaan 

I r"r.rooguo guru dan menlngkatan
berartl atau sama sqla' antara sebelum 

I t""qfoht"-"o guru. 7l decentnllsasr
dan seduah dltaksanakan desentrallsasl I pendldlkan membawa keeulltan baru
pendldlkan. Bahkan desentralisasl I aa"- hal mutasl ke daenh latn, hal lnl
pendtdlkan dalam hd tertentu Justru I karena daemh tersebut metasa memlllkl

malah menlmbulkan kesulttan baru I guru tersebut cebagal gurr dldaenhnya

dlbandlngkan

sebelumnya.

dengan keadaan I sehtngga sullt menglflnkan guru tersebut

plndah ke luar daenh mereka.
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Sementara dtstst laln ada daerah y""g I Konsep desentraltsasl pendlrrftan l,ang
keberatan untuk menerlma mutasl gUru lmemfokuskan pada pembertan
masuk ke daerah mereka. a) dalam hal I kewenangan !,ang lebth besar pada

prestasl slswa, belum mampu I ttngLol sekolah dllakukan dengan

menlngkatkan karena ttdak ada I motlvasl untuk mentngkatkan kudttas

perbedaan prctasi antara sebel'rm dan I nendldtkan'

sesudah desentrallsasl pendtdlkan. I Qfuan dan orlentasl dart

Sektor pendtdlkan merupakan I 
desentmllsast pendldlkan sangat

salah satu sektor yang termasuk sektor beryarlasl. Jlka yang me4fadl tqJuan

pelayanan dasar yang akan mengalaml

perubahan mendasar dengan

berlakunya otonoml daenh dan

desentrallsasl flskal, batk dart segl

btrokrast kewenangan penyelengganan

pendldlkan maupun darl aspck

pendanaann5ra.

desentrallsasl adalah . pemberlan

kewenangan dlsektor pendl.llkan yang

tebth besar kepada penerlntah daeriah,

maka fokus desentnallsasl pendldlkan

),ang dtlakukan adalah peltmpahan

kewenangan 
'ang 

lebth b€sar kepada
pemerlntah kabupateffiota.
Dtlaln pfhak Jlka ;,ang meqladl tqfnan

Secara konseptual, tcrdapat dua | 6ss€ntrallsasls€cara kons€Ptual, terdalxlt dua 
I 
des€ntrallsasl pendtdlkan adalah

Jenls desentrallsasl pendtdtkan ),altu; I pentngBatan kudltas proses belqlar
pertama, desentraltsasl kewenangan I mengqlar dan kualltas darl hasll prosexs

dlsektor pendldlkan dalam hd I belqlar mengqfar tersebut, maka

kebfiakan pendtdtkan dan aspck I desentmfbasl pendldlkan leblh

pendanaannya dart penertntah pusat fe I 
dfofuskan pada reformasl prqr€s belqlar

pemerlntah daerah (prrovlnsl aan lmengq;ar. 
Partlstpasl orang tua dalam

Ilabupaten/Itota). prcres belqlar mengqfar dlanggaP

Itdaa, desentrallsast pendldtkan dengan merupakan salah satu faktor yang pallng

menentukan.
fokus pada pemb€rian kewenangan 5nng I

leblh besar dltlngkat sekolah. Konsep
Dalam kenyataanqta, desentmllsasl

desentrallsasl pendldlkan yang pertama 
I pendlduran 

''ang 
dllalmkan dtban',ak

terutama berkaitan dengan otonoml lrr** merupakan bagran darl prqves
daemh dan penyerahan penyelengga-.o 

I reformasl pendtdtkan secara menyeluruh
pemerlntahan darl pemerlntah pusat ke I aan gdak sekedar merupakan bagian dart
pemerlntah daerah provlnsl, dan I proses otononl daenh dan dqsentraltsasl

khususnya kepada pemerlntah I Rstat. Desentnltsasl pendldlkan akan

kabulnten dan kota. lfarena Pada lmellputl suatu Prqr€s pemberlan

dasamya es,ensl sqsungguhn',a d"rl I kewenangian 
',ang 

leblh luas dlbldang

pelaksanaafn otonoml daelah terletak dt I keUl;alon pendldlkan dan asp€k

ttngkat peinertntah kabupaten dan kota. I nendanaanf'a dart pemerlntah pusat ke
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p€merlntah daerah, dan pada saat yang

bercamaan kewenangan ;rang lebth b€sar

Juga dtbertkan pada tlngkat sekolah.

Untuk menuqfang keberhasllan
pelaksanaan desentnllsast pendtdtkan

lnl maka p€rlu ada bebagal upaya

stntegls .rntara laln sebagal berlkut;
1. KerJa sama ),ang slnergls dalam

pengembangan pendldlkan.

Sekallpun otonoml daenh
menrberlkan kewenangan yang leblh
luas kepada pemerlntah daerah

kabupaten/kota, nnmun dalam
pengembangan pendldlkan maslh

tetap dlperlulran kerJasama yang

harrronls antara pemerlntah pusat,

pemerlntah provlnsl dan pemerlntah

kabupaten/kota. Desentrallsasl ttdak
perlu menlmbulkan fanatlsme

kedaenahan yang s,emplt, sehlngga

mempersullt dlnamlka
pengembangan pendtdlkan. Justru

seballhya desentmllsasl perlu tetap

mengacu kepada kepentlngan dm
wawrul:rn serta standarlsasl naslonal.

2. Penlngkatan komltmen tertadap
pembangunan pendldlkan.

Ilesentnltsasl pendtdlkan dapat

berJalan dengan batk Jtka ada

komltmen yang kuat dart lembaga

leglslatlf maupun eksekuttf dl daemh

dalam menyedlakan angganan daenh

',ang 
sairgat memadal bagl

pembangunan pendldlkan dldaenh.

Selqln ltu penlnghatan eumber da;n
pcngelola p€ndldlkan dl daerah Juga
sangat dlperlukan untuk memacu
percepatan pembangunan pendtdtkan

tanpa selalu bergantung pada

pemerlntah pusat. Dalam hd tnl
penman dan hemandlrlan Dewan

Pendldlf,an scbagal mltra bagl

legeslatlf dan eksekutlf dt daenh
sangat perlu dlttngkatkan, tanpa

harus bergantung pada bantuan dart
pemerlntah pucat.

3. Penggalangan partlslpasl maryamkat

netalul konsensus.

Partlslpasl nasyarakat dalam

memblayal pendldlkan sangat

nenuqfang bagf kebertasltan
desenhallsasl pendldlkan. Dalam hal

lnl pemerlntah daerah harrs mampu

menclptakan kecepakatan atau

konsensus dengan maqnarakat 'ntuk
mendutung penyelenggaraan

pendldlkan dl daerah. Konsensus lnl
dapat dlcapal melalul dtalog dengan

berbagal komponen dt masyarakat

l,ang memlllkl perhatlan terhdap
penyelenggaman pendldlkan,

mlsalnya; Partal Pollttk" Organlsast

Massa Keagamaan, BGBI, kalangan

akademlsl p€rgunan f,lnggl, dewan

pendldlkan, komltc sckolah don

tokoh-tokoh perceolangan png pedufl

dengan dunla pendldlkan. Untuk btsa

terwqfudny,a dtalog dhnaf,sud, maf,a

pemerlntah daerah perlu leblh aktlf
mendekatl bqbagal plhak tersebut.
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Untuk mendorong pertlstpasl

masyaraf,at 
'rang 

luas, maka

p€n€raptn Sagasan manqfemen

berbaslo cekolah dan berbasls

maryarakat perlu dltlngkatkan.
4. Penlngkatan kualttas sumber daya

manusla.

Dtperlukan untuk menyelenggarakan

pendldlkan, balk dt btdang

bantuan khusuc atau suhsldl untuk
menuqfang daemhdaenh mlskln.

aMlsatnnya mclalul Dana Alokasl

lflrusus bldang pendldtkan atau block
gant hfnnya. Ild lnl perlu dtlakukan

karena apablla daenh-daerah ]ang
secara ekonoml belum mampu

memblalal pendldlkan

dlwllayahnya mata desentrallsasl

pendldtkan bukanya . membawa

pentngf,atan kualltas pendldlkan bagl

mas5rankat setempat, namun ada

kenungklnan Justm malah

menurunkan kualltas maupr n

kuantltas pertislpast pendldlkan

maryarakatnya. Selaln ltu untuk
menghlndarl terJadlnya keseqlangan

kualltas pendldlkan',ang mencolok

antara daenh;ang mlskln dan daerah

''ang 
kaya. Adanya kese4langan

ekonoml antar daenh lnl dlsebabkan

antara laln karena potensl alam,

kudltas SDll nasttarakafn',a, letak
gcografl+ tlngkat soslal ekonoml

maqmnkat, sefilngga pendapatan asll

daenh (PAD) belum dapat memenuhl

kebutuhan penlngf,atan pendtdlkan

dtwllayahnya. Oleh karena uluran

tangaa pemerlntah pusat sangat

dan Evaluasl

Eerkelaqlutan.

Kebalkan dan kelemahan

penyelenggaraan desentraltsasl

pendldlkan harus sog€nl dapat

dlketahul agar dapat dltakukan

p€rencan:uln, pengembangan

kurlkulum, manqlemen sekolah,

evaluasl, keahllan bldang studl dll,
porlu dtlalmkan oleh setiap daerah

agar penyelenggaraan pendldtkan

oleh daerah benar-benar blsa

dllaksanakan dengan balk

Pentngtatan kualltas sumber da),a

nranusla dapat dllakukan dengan

cara nemberlkan kesempatan kepada

para blrokrat pcnanggung Jawab
pcndldtkan maupun para gum untuk
melaqlutkan Jeqlang pendldlkan yang

lebth f,lnggl mnupun nenglkutl
berbagat semlnar, pelatlhan,

penataran yang terprognn.

5. Pemberlan bantuan pemerlntab pusat

untuk daenh mlskln.

Sekallpun desentnllcasl pendldlf,an

meqladlkan tanggungfawab I dlPerlukan.

lrcmerlntah pusat meqfadl berkuang | 6. llonltorlng
dalam hal pemblYaan

penyelenggaraan'pendldlkan karena

sudah dlt[npahkan ke pemerlatah

daerah, namum dtharaPkan

pemerlntah pusat tetap memberlkan

Nrc flJRN totlffi W NffiR 1, N,aET' MIl 2A



p€nlngkat n bagl 
'ang 

t€l,ah ada atau I Pel,atlhan kerJa dt balal l,atlhan ke{a
perbalkan-pe6ulkan bagl png maslh I t€rlah t€6uktl efektlf dalarn

memlltkl kelemahan. Oleh karena 161 | menlngf,atkan keterampllan dan

plhak pemerlntah pusat dan daerah I kompetensl para pencarl kerJa. Bahkan

maupun plhak taln sepertt I 
Iata-rata a5 - 9() 96 lulusan balal latlhan

badan/lembaga )ang tertatt dapat I 
kerJa langsung dlsenp pasar kerJa' Ilal

melakukan monltoring rlan evaluast I 
**"" Pro$am pelatlhan dlsesualkan

I,ang berkelaqlutan terhadap I 
densan kebutuhan Pasar kerJa dan

pelaksanaan

pendtdikan lnt.

PENIII(IKATtrII PERAN BLK

Pemerintah lndonesla

desentraltsasl
lndustrl. Dlbeberapa negam anggota

APBC l,ang ekonoml leblh mqtu,

pendlrllkan dan pelatlhan kqfuruan telah
socara s,erlus dan konslcten dlbangun

oleh pemerlntah untuk menganttslpasl
mendukung 

I pasar globar. oleh karena ttu negara-
penguatan uPayra bersama delam 

| ".gi"o 
berkembang harus rk't berqfar,

mempromoslkan pentngkatan I -"o""r-"tl dan memprlorltaskan
keteiampllan 'lan produktMtas sumber I pendldtkan dan pelaghan kqfuruan.
daya manusla dtwllayah Asla-Paslflk, I Oot.- konteks global, lndonesia tcrus
yang dtfokuskan ke arah pentngkatan I melaksanakan Pro$am-Prc$am
produktMtas tenaga kerJa a(Iar mampu I pehtlhan kqfuruan dengan bekerJa sama

memakslmalkan pertumbuhan I dengan IL() dan beberapa lembaga

kesempatan kerJa dan pembangunan. I lntemaslonal. Ke{asama lnt dlbutuhkan

Salah satu upaya nyata adalah I untuk mendukung Proglam revltallsasl

memprlorltaskan program_prognam I 
BLIL tennasuk penguatan lsntruktur dan

perafihan berbasrs kompetenst yang lmen4lenen' 
Jumlah balal latlhan kerla

dtadakan dl balal lauhan kerJa. nat tnl lada 
11 BLK UPTP mttlk Kemenakertrans

_ lpng dalam kondlsl balk dan me4fadl
dtlakukan untuk menlngf,atkan kapasttas | 

-
center of exellence serta 2O8 BLK UPTD

dan kompetenst pencarl kerJa yang- lyang dlkelola pemerlntah daenh
umumnl,a kaum muda, agar dapat 

I or".r,.* Indonesla.
memasukl Pasar kerJa- ltlenakertran" 

I s"p.ql.og tahun 2urg, Kemenakertrans
menyampalkan hal tnl dalam pertemuan I o"oa dapat melaflh loz.(Xx) orang

ke-5 llenterl Sumber Daya llanusla APBC I peserta untuk menglkutl berbagat

(,tlsla paslflq fuonomlc @orpongon) | Pelatlrran yang dfselenggankan oleh BLK

dan hd furl dlkarenakan rnlnlmnlra

anggannAPBN.
yang dtadakan dt Belflng Chlna.
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Perkuatan kompetensl tenaga kerJa

dalam negerl untuk menghadapl ela

globallsast blsa dllalmkan dengan

berbagai @r:a. Sdah satunya dengan

pcncrapan standar kompetensl

lnternaslonal pada standar pelatlhan

tenaga kerja di batai latlhan kerJa

maupun pelatlhan yang dtlaksanakan

pihak swasta. Agar keberadaan balal

latlhan kerJa lebih optfunal, perencanatrn

awal harus dilakukan dengan matang

serta tqjuan dan porgramnya terukur.

ITESIITIPUIIIN

Optimaltsasl peran balal latihan

kerJa hart.s leblh dttlngkatkan, sebaqal

wadah bagi pentngkatan ketrampllan

tenaga kerJa dan pengembangan sumber

daya manusia. tlal lnl pentlng karena era

globattsasl mau tldak mau akan

b€rtmbas kepada persalngan pasar kerJa

balk tlngkat naslonal maupun reglonal

kawasan. Sepertl klta ketahul saat lnl

Dalan kondl,sl lnl mereka yang memlllkl
ketenmpllan yang memadal tentu akan

memenangkan percalnaan dalam menglsl

kesempatan kerJa yang tersedl,a. Selrlng

dengan hal tersebut, sektor pendtdikan

J"ga memegang lrcran pentlng karena

balk sektor pendt<ilkan formal maupun

pendtdlkan non formal sama-sama

bertqfuan menlngkatkan kudttas sumb€r

dayna manusla Indonesla. Adinya

r€ncana untuk pelatlhan calon tenaga

kerJa dt balat latihan kerJa dlusulkan

masuk slstem pendtdlkan naslonal,

merupakan gagasan yang batk Sehlngga

tldak ada keseqfangan antana dunla

pendldlkan dengan kebutuhan pasar

kerJa. Tenaga kerJa Indonesla ;ang
berkualitas akan nenlngkatkan hartat

dan martabatnya yang pada glltrannya

akan menlnglatkan kesqfahteraan

pekerJa bqs€rta keluarganya.* r I

sudah ada forum APEC, AFTA" CAFTA dan I BambangAdilnmBroto,SH
ksubag penelaahan Huktm Biro Huhtm Kemnakertans

G-2().
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TINJAUAN IIUKI'II
TENNADAP PEIAI{SAIIAAN

PER.IAIIJIAN I{ER.TA ITIAKTU TEBTENTU
PDNGADIIAN IIUBI'NGAN INDUSTKAL

Oleh: Alita D. Ramos, SH

I. PENGANTtrR Banl,ak pelanggaran tersebut

dtselesalkan hlngga tahap lltlgasl, yaltu
Pelaksanaan PerJa4flan KerJa I mehlul Pengadltan ltubungan Industrtal.

lllaktu Tertentu (sela4futnya dlsebut 
I r"t.,'gg.-o sehubungan kontrak kerJa

PN[tr) kemp mendapat tentangan dd 
I aaatah mengenatJangka waktu sertaJents

para pekerJa/serlkat pekerJa aengm 
I aan srfat atau keglatan yang

berbagat akslnya, antara laln dengan I

menyuaraf,an penghapusan slstem I 
afekerJakan' dlmana pengusaha/ pembert

kontmk karena dlnllal sebagal bentuk I kerJa kurang memperhatlkan mengenal

perbudakan bam dt zaman modem l ketentuan-ketentuan tersebut.

dalam
',ang 

sangat memglkan bagl para I Pelangganan-pelanggamn
pekerJa. PllIllT dalam masyankat I hubungrtn kerJa dapat mengganggu
umum leblh dlkenal dengan kontnk 

I renarmonlsan hubungian kerJa antara
kerJa. PekerJa/sertkat pekerJa 

I pengusaha/pembert kerJa dan pekerJa.
melakukan pertentangan terha.lap
kontnk kerJa karena adanya penllalan Ilubungan kerJa antara

bahwa slstem kontrak kerJa han',a I nensusana/nemb€rt kerJa dengan pekerJa

membuat pan pekerJa dalam poslsl I dldasartan pada pedaqltan kerJa.

tawar yang lebth lslrlah dart pan I PerJa4llan ke{a mempakan bagtan dart

pengusaha/pemb€rt kerJa" dimana lperJaqltan (perdata) pada umurrrny,?4,

2 (dua)dalam paktthya memang serlng I al-"o" memlllkl
terJadl pelanggalan. Pelansgaran- 

| q.-t penung, yattu: sy,arat subJekttf dan
petanggaran tnl kemudlan

I syarat oblektlf. PerJaqflan kerJa dlbuat
menlmbulkan permasalah yang 

I

kemudlan berkembang meqtadl l"* dasan ke'sepakatan kedua belah

perselisihan hubunqan tndustrlal. I 
plhak; kemampuan atau kecakapan

Persellslhan hubungan tndustriatlmelakukan perbuatan hukum; adaqra

ttlnbul karena adanya kelalalan I pekerJaan l,ang dlperJa4Jtkan; dan

dan/atau pelanggann dalan hal lpekerJaan ;,ang dtperJaqflkan ttdak
pemenuhan syarat-syarat, balk pada 

I nertentangan dengan keterttban umum,
saat pembuatan, pe4n4iangan, lro.rg..o, dan peratwan perundang_
ataupun pembaharuan kontnk kerJa. I

1 undanqan yang bertaku.
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Bentuk-bentuk petanggann dalam lJ"ga t€dapat suaht konfllk yaang tlnbul
p€rJaqltan kerJa, khucusrqra P[nT, balk I dalam hubungan k€rJa" batk ]'ang
dalam penbuatan, pcrpaqlangan, lt€rclpta darl plhak pengusaharpembcrl
dan/atau pembahanrannya, antana I *"t1" atau darl pekerJa. ltonflft dalarn
Laln: tidak dlbuat dalam Bahasa I hutungran kerJa tcrc€but dlantaranya
lndonesla; dalam PItltT dtqaratkan ladalah perscllcthan lrcmutusan
adaryta mas:l percobaan kerJa; PIIWT I hubungan kerJa {PHlt) 'fan perueltslhan

dladakan untuk Jenls-Jenis pekerJaaan I hak

'ang 
stfatn5na p€rmanen atau tetap; I Berdasartan [Irlang'Ilndang Flomor

pada saat akan diadakan 12 tahun 2OOIL tentang P.enyelesalan

pembahanran, tldak terpenuht ryant I Persellslhan llubungan lndushdal

t€nggang waktu 5O (tlga puluh) had; | (seta4futn;,a dtsebut W 2?Cf,l4) terdapat
s€Nta lang pallng banfk t€rJadt adalah l4 (empat) Jenls perueliclhan hubungan

mengenal Jangka waktu PIIIf,T 
',ang 

I hdustrlal, yaltu: pensellslhan hak,

harya dapat dtadakan untuk paltng lama I persellslhan kepentlngan, persellslhan

2 (dua) tahun dan hanfa boleh I PUIL dan pcrucllolhan antar scrlkat
dtperpaaJang 1 (satu) kall untukJangka I peke{aFerlkat bunrh hanfa dalam satu

waktu pafing lama 1 (satu) tahun kcrap I perucahaan. lpablla persellslhan

dllakukan meuylmpang oleh pam I hattpensonslhan kepentftlgan dlqfutan
pengusahalpembert keda. Akfbat hukum I secara bensama dengan penellsthan PllK

darl pelangganan-pelanggaran tersebut lmaka !,ang tcrlGblh dahulu dtputus

adalah deml hulmm PllSlT belatlh ladalah pertala lrcrsellslhan
me4fadl PKlllTT (PerJa4llan KerJa waktu I Uame,rcefbftan kepentlngan.

Tlrlak Tertcntu). Pengaturan mengenal I Percelfsftan hubrmgan tndustrtal

PIIWT dlfabartan leblh la4tut dalam l*4llb dlupapkan penyelesalannya

Keputusan llenterl Tenaga KerJa dan ltqleblh dahulu melalul perundlngan

r?ansmlgasl Republlk lndonesla Nomor I 
btPartlt secara musyawarah untuk

1oo rahun 2oo4 tentang Ketcntuan I 
mencanal mufakat' rlalam hal

Petahsanaan PerJaqllan KerJa waktu lnerunamgan 
blpartlt gagial' maka satah

Tertentu (sela4futrya dtsebut I 
** ::" 

**T 
-- 

b€lah 
- 
o*T

__-_ | mencatatkan persensthann5ra kepada
Kepmenakertrans Nomor IGP.1q)n{EIl/ I -- 

I lnstansl yang bertanggung Jawab di
vwoo4l.

I bldang ketenagakerJaan setenpat
s€latn darl pelanggaran dan/atau 

I a"11g* melamplrtan bukfl bahwa upqra-
ketldaksesualan tcrhadap peratuan- I ______ _^____._

p",atu'.n brdans ketenasakerJ; l;ffir[rftffi".-t 
Perundlnqan

sebagatnSna t€tah dtsebutkan dl atas,

t& ilt0ry vr'.:lrc. n Nm t, mRfi , 2t I
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Sesual Judul tullsan inl, kamt

mengambtl dan membahas Putusan

Nomor: A94EflI.ADOO7IPN.JIIT.PST dan

Putusan MA Nomor: 189 lVPdt.Susf2fi)&
yang menyangkut persellslhan PIIK oleh

karena PI$ilT berakhir. Dart putusan

tersebut ada beberapa hal png pedu

mendapat perhatian, yaltu kevenangan

mengadlll (kompetensl pengadllan),

percellslhan hak, persellslhan PnE
penetapn berakhlrnSa hubungan ked+
ma& kefa, beiarnya upah sebulan, uang

pesan{ron, dan uph proses.

Pada tulisan lnl, para plhak yang

berpekara dlsebut dengan X dan Y.

Penggugat dlsebut dengan *X" dan

Tergugmat disebut dengan'Y".

I. PEB]TIIIBANGAN IIUIiUIT

A. Pertlmbangan llukum Putusan

Pengadllan llubungan Industrlal
(Putusan Nomor:

194 |ent.anooTlPN.Jrn. PsD

Ittenlmbang bahwa maksud dan

tqluan gugatan Penggugat adalah

sebagalnana dluralkan tersebut dl
atas;

Iltenimbang, bahwa Tergugat

mesklpun tldak secara ekspllslt

mengqfukan eksepsl, namun .dalam

dalll Jawabannya telah terleblh dahulu

mengqlukan keberatan Jtka
persellslhan lnl dtadtll dl Pengadilan

Ilubungan lndustrlal pada Pengadllan

Negerl JaSarta Pusat menglngat lokasl

kerJa dan persellslhan int terJadl dt

wllayah Sumatera Selatan.

Keberatan Tergugat lnl memlltkl dasar
hukum yaknl dalam Pasal 81 IJU No. 2
tahun 2OO4:

Menlmbang, berdasarkan buktl-buktt
yang dlqfukan oleh kedua belah plhak,

memang terbuktl tempat Penggugat

melakukan pekerJaannya bukan di
wllaph hukum DIfl Jakarta melalnkan dl
Suban 2 Gas ProJect;

Menlmbang, bahwa mesklpun demlklan

berdasarkan surat p€nanyaran kerJa dari
Tergugat kepada Penggugat (buktt T-1),

Mqlells berpendapat pengaturan kerJa

Penggugat dltentukan langsung oleh

manqfemen Tergugat 
'ang 

berada dl
Jakarta. Selaln ltu dalam PerJaqltan

KerJa Waktu Tertcntu (PI$ilT) antara

Penggugat dengan Tergugat, dlnyatakan

tempat Penggugat dlterlma bekerJa

pada Tergugat adalah dl Pekanbam

untuk bekerJa dt Suban 2 Gas ProJect,

sementara lokasl Tergugat berdomisill

dan temlnt dltandatanganlnya

perJa4ftan kerJa tersebut adalah dl
Jakarta:,

Menlmbang, bahwa berdasarkan buktl-
buktl dt percldangan lttqfelts

berpendapat mesklpun lokasl atau

tempat Penggugat bekerJa adalah di
wllayah hukum Sumatera Selatan,

namun terdapat fakta-fakta yang

menentukan antara laln: tempat
perJa4rlan kerJa, perlntah penugasan

kerJa terhadap Penggugat dtlakukan

oleh berada dt Jakarta.
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Berdasartan fakta-fakta ter:scbut ltqfelts

berpendapat dalam perceltsthan tnl

hubung,an kerJa antara Penggugat dengan

Tergugat memlllkl faktor-faktor l,ang

berlangsung dl wilayah hukum DllI

Jakarta. Berdasarkan perttmbangan

tersebut Mqiells berpendapat Penggugat

berhak mengqlukan gugatan persellslhan

hubungan lndustrlal tertadap Tergugat dl

Pengadllan llubungan Industrlal pada

Pengadllan Negerl Jakarta hnrat atau

dengan kata laln, Pengadllan llubungan

lndustrlal pada Pengadllan Negerl Jakarta

Pusat bemenang untuk memerlksa dan

mengadlll persellslhan lnl;

Ilenhnbang, bahwa dalarn gugatannya

Penggugat telah mengqfukan dua

per:sellslhan, )'ahd persellslhan hak dan

persellslhan pemutusan hubungan kerJa.

Oleh karena ltu, berdasarkan Pasal 86 IIU

2 tahun 2@4 ltlqlelts terleblh dahulu

akan memerlksa dan mengadlll

pereell,sihan hak sebelum,memerlksa dan

mengadlll persellslhan pemutusan

hubungan kerJa;

Persellslhan llak

Flenlmbang, dalam persellslhan hak

Penggugat telah mempersellslhkan hak

mengenalJam kerJa dan upah lembur, hak

cutl, dan penggantlan blaya akomodasl

selama menglkutl pelatlhan Wre atas

pcnugasan dart Tergugat;

Ittenlnbangp bahawa dalam dalll
gugatannya Penggugat menyatakan Jam

kerJa yang dlbertalmkan oleh Tergugat

kepada Penggugat adalah 12 Jam kerJa

seharl dengan I Jam tstlrahat 7 harl

dalam 1 mlnggu. Dengan demlklan,

Tergugat telah mempekerJakan

Penggugat meleblhi Jam kerJa. Keleblhan

Jam kerJa lnl berdasarkan

Kepmenakertrans . Nomor

IO2MENNIDOO4 harus dlbayarkan dalam

bentuk uang lenbur oleh Tergugat

kepada Penggugat. Jumlah Jam lembur

),ang sehamsnya dlbayar Tergugat

kepada Penggugat seluruhnya berJumlah

Bp 150.206.150,- (seratus llna puluh

Juta dua ratus enam rlbu seratus llma

puluh ruplah);

Menlmbang, bahwa Penggugat pemah

menerlma penggantlan hak cutl selama 2

mlnggu s€telah bekerJa 12 mlnggu untuk

karytawan non staff pada perlode I
sqfumtah Rp 4.655.qp, dltambah uang

tlket Rp 1.71O.(XX),-. Pada perode ll dan

III Tergugat ttdak menerlmanya karena

Itu menuntut Tergugat untuk

membayarkannya yang seluruhnya

berJumlah Rp. 10.255.(Xrc,-t

Menlmbang, bahwa Tergugat pemah

mengikutsertakan Penggugat menglkutl

pelatlhan WPS (weldlng procedurel di

BLK Condet Jakarta Tlmur darl tanggal

18 Agustus 2fl)5 sampd 5 September

2d)5. IIal tersebut belum dlbayarkan

Tergugat kepada Penggugat.

nffa,il.n(N vo{.l,G. m llo,'p/R 1, laRE[ ml I 54



Oleh karena ltu, Penggugat menuntut
Tergugat untuk membayarkannya',ang
seluruhnya be{iumlah np315.(XX) x 2O=Rp
650.(Xrc,-

Flenlmbang, bahwa hak Penggugat atas
uang lembur tenr;rata telah dibantah oleh
Tergugat yang berpedoman pada clausul
dalam PIIWT;ang menyatakan upah yang

dlterlma Penggugat telah dlasumslkan
sebagal uang lembur (buktt P-5 = T-2,T-i5
danT-41;
Menlmbang, 'bahwa berdasarkan
Kepmenakertrans Nomor KBP-IO2/MEN/

Vtl2OO4 Pasal 15 ayat (1) dan apt (21

dlnyatakan: "flalam hal terJadt perbedaan
perhltungan tentang lesamya upah
lembur, maka yang bemenang
menatapkan besar upah lembur adalah
p€ngawas ketenagakerJaan *abupatery'

kota". Apablla salah satu pthak tldak
dapat menerlma putusan Pengawas

ketenagkerJaan sebagalmana dlnaksud
dalam ayat (1), maka dapat memlnta
penetapan ulong kepada Pengawas

ketenagakerJaan dl provbrsl;

I[enlnbang, bahwa berdasartan fakta-
fakta darl kedua belah plhak, tenryata

Penggugat atau Tergugat belum memlnta
penetapan tentang status besarrrya uang

lembur yang berhak dltcrtma oleh
PengawasPenggugat kepada

ketenagakerJaan kabupaten/ kota;
Flenlmbang, bahwa berdasarkan
pertlmbangan tersebut ltlqlelts
berpendapat gugatan persellslhan hak
mengenal uang lembur belum waktun;,a
dlqfukan ke Pengadllan llubung;an

lndustrlal, karena ltu dltotak;

Itlenlmbang, bahwa Penggugat

menrlalllkan beftak atas blaya
akomodasl selama Penggugat menglkutt
pelatlhan UIPSI lweldlng prccdurcl dt
BLK Condet Jakarta Ttmur darl tanggal

18 Agustus 2(X)7 samapal 5 September

2OO5. Namun, dalam persldangan inl
Penggugat ttdak mengqlukan ddtt-ddil
atau alat buktl yang membuktlkan bahwa

Penggugat berhak atas btaya aliomodast
tersebut. Sementara Tergugat telah
membuktlkan telah menanggung

akomodasl Penggugat selama menglkutl
pelatlhan tersebut (buktl T-9);

Itlenlmbang, bahwa berdasarkan
perttmbangan tersebut maka tuntutan
Penggugat atas biaya akomodasl selama

menglkutl pelatlhan lllPSt dltolak;
Ittentmbang; bahwa mengenal tuntutan
Penggugat atas uang cutl Mqletls

berpendapat Tergugat telah mengqfukan

alat buktl rnahl T;6 sampal dengan T-8

yang membuktlkan Tergugat telah
memenuhl hak Penggugat dengan cana

membellkan tlket pesawat Penggugat

',ang 
melakukan cutl, sebagalmana

dlatur dalam pentuan perusahaan

Tergugat yang dlqfukan Penggugat

dalam buktl P-16. Dalam buktl T-a

tersebut lttqlelts Juga nenemukan fakta

bahwa Penggugat telah memberlkan

persetqfuanny"a;

Menlmbang, bahwa berdasarkan

pertlmbangan tersebut maka tuntutan
Penggugat atas uang cutl kePada

Tergugat hams dltolak;
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Persellslhan Pemutusan llubungan KerJa

llenlmbang, bahwa Penggugat terlkat
hubunqan kerJa benlasarkan peda4llan

kerJa waktu tertentu (Pt$ilT), s6[ama tlga
perlode, yattu:
pertama : 18 Agustus 2OO5 sd. 17

Ilesember 2OO5;

kedua : 18 Desember2oo6 sd.17
Aprll2fi)6;

kettga : 5 Mel 2(X)O sd. 2 Agustus

2@6;

Menurut Penggrgat karena pelaksanan

PK$IT tersebut telah melanggar Pasal 59
a5rat (41, a;rat l7l, dan apt (6) ),ang
beraklbat deml hukum PIIIIIT antara
Penggugat denqan Tergugat meqfadl
perJaqttan kerJa waktu ttdak tertentu
(PK$ITT);

llenlmbang, bahwa karena hubungan

kerJa antara Penggugat dengan Tergugat
belum terputus, naka Ponggugat

menuntut Tergugat untuk membayar

upah proscs sqfumlah 6 x Bp 1O.O(X).(XX),-

= Rp 6O.fi)O.(XX),-!

Ittentmbang" bahwa menurut Y perJa{fan

hubungan kerJa antara Tergugat dengan

Penggugat benakhtr sqrak PIItllT ltu
berakhlr. Dengan terputusn;ra hubungan

kerJa maka berakhlr puta segala hal lang
menyangkut hak dan kewqltban darl pthak

pekerJa (Penggugat) dengan Pthak
pengusaha (Tergugat)i

Itlentmbang, bahwa terhadap pelsellslhan

lnl Mqlells berpendapat Pada PI{AT X
perlode la Agustus 2OOE sd. l7
Desember 2OO5, Penggugat telah bekerJa

dl Suban 2 Gas ProJect dengan Jabatan
sebagat pipellne welden

Menlmbang, bahwa setelah PI{UIT

pertama b€nkhlr tnnggal 17 Des€mber
24o,5, ternyata hubungan kerJa antara
Penggugat maslh berlangsung tanpa
terputus. Dalam hd lnl Penggugat
dengan Tergugat telah melakukan
perpaqfangan PI{IllT untuk pertode kerJa

18 Dqecmb€r 2(X)5 sampal dengan 17

Aprll 2006. Tempat dan Jabatan
Penggugat pada PII$IT perpaqfangan

adalah sama deng:an PItlllT sgbelumnya;

Menlmbang, bahwa setelah PI$ltT kedua
berakhlr pada tanggal 17 Aprll 2o,o,6,

Tergugat mempekerJakan kemball
Penggugat dengan melakukan PIIlllT
untuk perlode kerJa 5 Mel 2fi)6 sampal
dengan 2 Agustus 2(X)6.

Tempat kerJa dan pekerJaan yang

dllakukan oleh Penggugat pada PltUlT

ketlga lnt adalah sama dengan PIIIIIT t
dengan PlIIltT lI 

',ahl 
bekerJa dl Suban 2

Gas ProJect dengan Jabatan sebagal
plpellne welden PIIUIT III ter:scbut s€cara

Jelas terbuktl merupakan kelaqlutan dart
PITWT II yang menurut Pasal 59 ayat (6)

IIUI 15 tahun 2OO3 merupakan PIlIllT
pembaharuan;

Itlenlmbang, bahwa berdasartan Janglo
waktu dllakukannya PIIWT III dengan

PI{IilT II, waktu yang terselang adalah

antana 18 Aprtl 2W d. 2 lttel 2fi)6
1laknl 15 harl;
llenlmbang, bahwa menurut IIU Nomor

15 tahun 2OO3 Pasal 59 ayat l4l
'PerJaqllan kerJa untuk waktu tertentu
yrang dladakan untuk pallng lama 2 (dua)

tahun dan hanyra boleh dlperpaqfang I
(satu) kall untuk Jangta waktu 1 (satu)

tahun".
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Sela4lutn;ra menumt Pasal 59 ayat (6),
"Pembaharuan perJa4flan kerJa waktu
tertentu hanya dapat dl,adaf,an setelah
meleblhl malxl tenggang rryaktu 30 (tlga
puluh) hari belakhlmya perJaaltan waktu
tertentu yang lanna, pembaharuan
perJa4ilan waktu tcrtentu tnl hanya boleh
dllatnrkan 1 {satu) kall dan patlng lama 2
(dua) tahun", kemudian berdasartan
Pasal 59 ayat (7) dlnptakan secata Jelas:
"perJaqflan kerJa untuk waktu tertcntu
tldak memenuhl ketentuan sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1), apt (21, ayat (41,

alat (5|, dan aYat (6) maka deml hukum
meqfadl pre4faqflan PIIWTT".

Menlnbang, bahwa mesklpun
berdasartan Pasal 59 ayat (61 dan ayat

l7l PI{IltT, Penggugat deml hukum

berubah meqladi PIiIITT. Namun,

berdasartan pekerJaan dalan PtI$n
tersebut maka bekerJanya Penggugat

pada Tergugat adalah untuk melakukan
pekerJaan proyek pengelasan plpa yang

Jangka waktu penyelesalannya ttdak
terlalu lama don dalom kenyataannya

sudah selesal dllaksanatan. Dengan

demlklan, ltlqlells berpendapat sangatlah

sulit .untuk memenuhl tuntutan
Penggugat untuk bekerJa sebagal pekerJa

tetap Tergugat msnglngat pekerJaan

yang harrs dtlalukan Penggugat t€lah
selesal.

llesklpun demlklan karena PlIlllT
Penggugat t€lah berubah meqfadl PI{1il17

maka sehubungan dengan bemkhlrnya
PIIIIIT IIl, rnaka Tergugat rqttb membaynar

kompensasl pemutusan hubrrngan kerJa

terhadap Penggugat sebagat pekerJa

dengan status fIIIilTT;

Ffenlmbang bahwa berdasarkan
pertlmbangan tersebut maka ltlqfelis
Ilaklrn menetapkan kompensacl
pGmutusan hubungan kerJa png berhak
dltertma oleh Penggugat adalah sesual

dengan fonnula png dl,atur dalam tIU
Nomor 15 tahun 2(Y05, yahd rlang

p€sa4gon sesual dengan 2 (dua) kaft
ketentuan Pasal 156 ayat (21, uang
pengganttan hak sesual dengan Pasal

156 ayat (41. Uang penghargaan malra

kerJa belum bertak dlterlma oleh
Penggugat karena maaa kerJa Penggugat
pada Tergugat maslh belum mencapal J
(ttga) tahun sebagalnrana dltentukan
oleh Pasal 156 ayat (5) UU Nomor 15
tahun 2OOi5,.

llenlnbang, bahwa nesanryra upah
sebagal rlasan' pcrtltungan uang
p€sangon, lttqfells akan berpedoman
pada Pasal A67 (lU Nomor 13 tahun
2OO5, akan tetapl karena kedua b€lah

Pthak tldak mengql'rkan buktl benapa

tesamya upah tetap Penggugat 1 (satu)

bulan, 
',ahd 

uPah tetaP sebulan

berdasartan pertltungan waktu 4{) Jam
semlnggu, rtraka Mqfells menyerahkan

b€saml'a upah tetap scbulan tersebut
pada kesepakatan kedua belah plhak

atau setelah mendapatkan sell,slh antara

upah tetap dan upah lembur
berdasarkan penetapan Pengawas

ketenagakerJaan kabupaten/kota

sebagalmana dlnaksud pada Pasal 15

ayat (1) dan al'at (2) Kepmenakertmns

Nomor 1O2 tahun 2(n4 tentang lllalrtu
KerJa Lembur dan UPah KerJa l,embur;
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Itlenlmbang" bahwa dalam perhltungan

kompensasl pemutusan hubungan kerJa

lnl masa ke{a Penggugat alan dltentukan
b€rdasarkan keselumhan laman;ra masa

kerJa Penggugat kepada Tergugat y'ang

terteia dalam 5 PIIUIT yang dlfalankannya

berdasartan bukti P-5 = T-2, T-3 dan T-4

yaknt 11 bulan atau kurang I tahun;
Itlenlmbang, bahwa dengan demlklan
kompensasl pemutusan hubungan kerJa

],ang bcrhak dlterlma oleh Penggugat
adalah uzrng p€sangon sebesar 2 kall
upah tetap sebulan Penggugat dltambah
15% darl uang p€s.rngon yang dlterlma
Penggugat darl Tergugat;
Irfenfunbang, bahwa nesklpun Tergugat

mendalilkan upah yang dlterima oleh

Penggugat sudah termasuk upah lembur,

n'mun karena ttdak ada buktt-buktl

lalnq'a selaln fang dlbuktlkan maka

Mqfelts akan menetapkan upah tetap

Penggugat sebesar Rp 7.315.(XX),- yahl
upah sehart sebesar Rp 5,32.6(Nt,-

dlkaltkan 22 h^arl kerJa;

Menlmbang, bahwa berdasartan

perttmbangan dl atas maka Mqlelts haktm

akan menolak tuntutan Penggugat agar

hubungan kerJa dengan Y dtnyatakan

ttdak terputus dan me4fadl PI{I|ITT;

Menlmbang, bahwa berdasarkan

perttmbangan tersebut ltlqlells haklm

akan menyratakan hub"ngan kerJa antana

Penggugat denqan Tergugat putus dan

berakhtr sqlak tanggal berakhlmya

pembaharuan PI(WT, yaknl sqlak tanggal

15 Agustus 2Ao6t

Itlenlnbang, bahwa cehubungan dengan
tuntutan atas upah pnrses sqlumlah Rp

OO.fiX).(Xrc,- Mqfells berpendapat karena
pekerJaan dan hubungan ke{a antana
Penggugat dengan Tergugat pada

dasamya sudah selesal maka tldak ada
pekerJaan lang dllakukan Penggugat
pada Tergugat kalena ltu Juga tuntutan
atas upah
dlkabulkan;

prules ttdak dapat

ilenlmbang, bahwa berdasar*an hat-hal

'rang 
telah dtperttmbangkan maka

Ittqielts akan menyatakan mengabulkan
gugatan X untuk sebaglan;

Itlenlmbang; bahwa karena nllal gugatan
yang df{ukan Penggugat lebth darl 15O

Juta nrplah maka berdasarkan Pasal 5a
UU Nomor 2 tahun 2904, para plhak akan

dlkenakan blaya perf,ara. l[arena gugatan

Penggugat dlkabulkan sebaglan maka

ItlqJells akan membebankan blaya
perkara lnl untuk dltanggung oleh

Tergugat yang seluruhnya berJumlah RP

U2.(N}O,- (enam ratus empat puluh dua

rlbu ruplah);

Itlenlmbang, bahwa berdasarkan hd-hal
yang telah dlpertlnbanqkan Uak4 Flqfells

berpendapat ttdak dapat mengabulkan

tuntutan Penggugat;

Illempertatlkan, Undang-Undang Nomor

2 tahun 2Oo4 tentang Penyelesalan

Pensellslhan llubunqan Industrlal dan

Peratumn Perundang-undangan latn
yang bersangkutan;
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Amar Putusan
f. ilengabulkan gugatan Penggugat

untuk sebaglan;
2. ltlenyatakan hubungan kerJa

antam Penggugat dnn Teryugat
putus dan berakhlr sqlak tanggal
13 Agustus 2@6;

3. Menghukum Tergugat untuk
memba;rar kompensasl pemutusan
hubungan kerJa kepada
Penggugat yang terdlrl darl uang
p€sa4pn s€b€sar 2 (dua) kall
upah tetap sebulan Penggugat
dttambah uang lrcngganfian hak
seb€s.rr 15% darl uang p€sangon
yang dtterlma oleh Penggugat darl
Tergugat sebelumnya sebesar Rp

16..824.6ol()o,- (enam bclas Juta
delapan ratus dua puluh empat
rlbu llna ratus ruplah);

4. Dlenolak gugatan Penggugat
selaln dan selebthnya;

5, ltlenghukum Tergugat untuk
membayar blaya pertara sqfumlah
np 742.qD,- (tqtuh mtus cmpat
putuh dua rlbu ruplah);

Perttmbangan llukum Putusan

llahkarnah Agung (hrtusan llomor:
189 l{/Pdt.Suqf2fi)a)
llentmbang bahwa terhadap alasan-

alasan tersebut ltahkarnah rlgung
berpendapat:
Flenlmbang bahwa terlepas darl
alasan-alasan kasast tersebut dl atas,
menurut pendapat ltlahkamah Agung

Judex factle telah salah menerapkan

hukum dgngan perttmbangan sebagat

berlkut:

Dalam hal tenggal penetapan

berakhlnrya hubungan kerJa:

- bahwa pertlmbangan hukum Jude,x

factle lang men''atakan PI{If,T a

quo deml hukum me4fadl PI$ilT

dan menolak meneruskan

hubunqan kerJa antara Pemohon

kasast dan Temohon kasasl dapat

dlbenartanr namun Jadex factle

telah salah menerapkan hukum

dengan memutuskan hubunqan

kerJa a qao ter{rltrrng sqlak

t-nggal 15 Agustus 20o{i1'

- bahwa hubunqan kerJa antara

Pemohon kasasl dan Termohon

kasasl deml hulmm meqladl

PIIUITT dan olehJudex factle tldak

dapat dlteruskan atau harus

dlputus;

- bahwa berdasartan ketentuan

Pasal 151 ayat (5) Jo. Pasal 155

a1,at (1) Undang-Ilndang Nomor 15

Tahun 2(D3 tentang PIIK dalam

pertara a quo harus berdasarkan

putusan PHI;

- bahwa sudah cepatutnla dan adll

blla hubungan kerJa antara

Pemohon kasaEl dan Temohon

kasasl putus terhltung sqlak akhlr

Februarl 2(Ji07, yaltu 6 (enaml

bulan sqlak benkhlrnya hubungan

kerJa berdasartan PIIWTT pertode

III (5 ltlel 2(X)G sd. 2 Agustus

2fi)6);

39 I{FO rillxrt yd.rrE w tffiR t, tffiEr, N1 I



Dalam hal lamanya masa kerJa

Pemohon kasasl:
- bahwa karena PIIIIITT a quo

sebagalrnana yang dtpertlmbang-
lsan olehJudex factle bahwa antara
PtrUtT III (pertode 5 llel 2()()6 sd. 2
Agustus 2006) dengan PITWT Il
(periode 18 Desember 2(X)E s.d 17

April 2OO5), bdk dllthat dart segl
perpa4fangan PIfIilT maupun
pembaharuan Plflf,iT bertentangan

dengan ketentuan dalam Pasal 59

Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2OO3, maka sudah seharusn;a

PKlllT a quo deml hukum meqladl
Pl{IllTT terhltung ssjak adanya
pelanggaran ketentuan dalam

Pasaf 59 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2OO5 png dalam hal tnl
adalah terhitung sqlak dlbuatnya

PKIilT periode III, yaknl terhltung
sqrak tanggal 5 llel2OOet,

- bahwa karena hubungan kerJa

antara Pemoho kasasl dan

Termohon kasasl (dlnyatakan putus

terhltung sqtak nkhir Februarl

2OO7, maka sudoh scharusnya

lamanya masa hubungan kerJa

dthttung sqiak 5 Flel 2fi)6 sampal

dengan akhir Februarl 2O07 Pitu
kurang darl 1 (satu) tahun;

Dalam hal besarnya upah sebulan:
- bahwa perttmbangan hukum Judex

factle tentang OqsamYa uPah

Pemohon kasasl perharl untuk
dasar perhltungan penyeletalan

PIIK dalam perkan lnl sebesar

Rp 332.5@; s€harl dapat

dlbenartan, namun Judex factle

telah satah menerapkan hukum

untuk besamya upah sebulan

s€hear 22 kall upah seharl;

- bahwa berdasarkan ketentuan

Pasat 467 ayat (2f Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2tX)A besamya

upah sebulan addah.So kall upah

seharl dan oleh karenanya sudah

seharusnla Uesarnya upah

Pemohon kasasl sebulan adalah

50 x Rp 3.32.6o0,- = Kp

9.976.0o,f),-;

d. Dalam hal perhltungan hak Pemohon

kasasl atas uang pesangon dan uang

penggantlan hak atas penggantlan

perumahan serta pengobatan dan

perawatan:

- ba.hwa pertlmbangan hukum Judex

factle Pemohon kasasl berhak

atas uang p€sangon sebqsar 2 kall

ketentuan Pasal 156 alat l2l
Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2fi)5 dan penggantlan hak atas

penggantlan perumahan serta

pengobatan dan pelawatan

sebagalmana dlmaksud ketentuan

Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang

Nornor 16 Tahun 2OO5 daPat

dlbenartan;
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Olch karena Pemohon kasasl

mempun;al masn kerJa lmrang darl 1

tahun dan menerlma upah sebesar Bp

9.975.OOO sebulan, maf,a sudah

s€harusnlna Pemohon kasast berhak

atas uang pesangon dan uang

penggantlan hak atas penggantlan

perumahan serta pengobatan dan

penwatan dengan perhltungan

sebagal berlkut:

Uang pesangon:

2 x (l x Bp 9.975.OOO,-).....................E

Rp19.95O.OOO,-

Uang penggantlan hak atas

penggantlan perumahan serta

pengobatan dan perawatan

15% x Bp 19.95O.OOO,-

Rp 2.992.5OO.-;

Jumlah:..... = Rp 22.942.5@,- ,

bahwa karena hubungan kerJa antara

Pemohon kasasl dan Tenrrohon kasasl

dtnyatakan putus terhltung sqak

akhlr Februarl 2OO7 dan Pemohon

kasasl dl PHK oleh Termohon kasasl

terhttung sqrak tanggal 2 Agustus

2(X)O ;lang semula oleh Temohon

kasast PIIK a quo tertadl deml hukum

karena t€lah berakhlmya hubungan

kerJa sebagalmana yang dltetapkan

dalam PI$ltT III;

- bahwa dengan pertlnbangan bahwa

Pemohon kasasl celama masa proseg

a guo lrecarEr faktual tldak bekerJa

serta memperhatlkan nllal-nllal
kepatutan dan rasa keadllan maka

sudah seharucnya hak Pemohon

kasasl atas upah pr<xs€s a quo

dltetapkan sebesar 6 bulan dengan

perhltungan 6 x Bp 9.975.d)O,- = Rp

59.850.(XX),-;

Itlenlmbang bahwa berdasarkan

perttmbangan tersebut dl atas, menurut
pendapat Mahkamah Agung terdapat

cukup alasan untuk mengabulkan

pennohonan kasasl yang dlqfukan oleh

Pemohonan kasast X tersebut dan

nembatalkan putusan Pengadllan

llubungan Industrlal pada Pengadllan

Negerl Jakarta Pusat Nomor:

a94l?HWnOoT/PltI.PN.Jln.PSlT tanggal

15 September 2OO7 dan Mahkamah

Agung akan mengadfll sendlrl pertara lnl
dengan amar lengkapryra berbunyl

sebagalmana )'ang akan dlsebutkan 61

bawah lnl:

Itlentmbang bahwa karena nllal gugatan

dalam pertara a guo Rp 15O.fi)O.(XX),-

(cclatus llma puluh Juta ruplah) ke atas

dan pemohonan kasasl darl Pemohon

kasasl dtkabutkan, maka berdasarkan

ketentuan Pasat 58 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2Oo4, bla1,a perkara

dlbebankan kepada Tenmohon kasasl;
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Itlenpertatlf,an pagal-pasal dart Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 20{t4, Undang

Undang llomor 4 Tahun 2Oo4 dan

Undang-Undnng llomor 14 Tbhun 19aE

sebagalmana yang telah dtubah dengan

Undang-Undang llomor 5 Tahun 2(X)4 dan

pentuan perundang-Undangnn laln png
bersangkutan;

Amar Putusan

Mengabutkan' gugaton Penggugat

(sekarang Pemohon karesl) sebagl,an;

1. ltlenlmtakan hubungan ke{a antara

Penggugat dan Tergugat putuo don

benkhlr sqlak akhlr Februarl 2OO7,

2. Flenghukum TergugaVTemohon

f,asasl untuk membayar hak

Penggugat/Pemohon kasasl atas uang

pcsangon dan uang lrGnggantlan hak

atas penggantlan perumahan serta

pengobatan dan perawatan yang

seluruhnya berJumlah W 22.942.50(),-

(dua puluh dua Juta sembllan ratus

empat puluh dua rlbu lfuna latus

ruplah);

5. ltlenghukum TergugaUTermohon

kasasl untuk membayar hak

Penggugat/Pernohon kasasl atas upah

pnolles yrang selunrhnya berJuml46 3p

59.85O.(XX),- (lima puluh sembllan

Juta detapan ratus llma puluh rlbu

ruplah);

4, ltlenolak gugatan PenggugaU

Pemohon kacasl celcblhnya;

llenghukum Tergugat/Tennohon

kasast untuk membayar blaya pcrtana

dalam ccmua $ngkat peradllan, ;rang

dalam tlngkat kasasl lnt b€{umlah Bp

5OO.(Xrc,- (llma ratus rlbu ruptah);

I. ANIILISIS

Berdasarkan pada perttnbangen

hukum Pengadllan llubungan

Indushilal .tnrn ltlahkamah Agung

maka kaml memberlkan anallsls'

anallslg, sebagat berlkut:

1. Kewenangan mengadlll

Dalam hrtusan Pengadllan

llubungian Industrlal Nomon

a94,IP|lll.c'tr2qr7lPNJIn.PSIT,

dlslnggung pula perlhal

kompetensl pengadllan 1,ang

dtqt*an oleh Y. Y dalam daltl

Jawabannya t€lah terleblh dahulu

mengqfukan kebentan Jlka
perscltslhan hubung'an lndustrlal

hf dhdtll dl Pengadllan

tlubungan Industrlal Pada

Pengadllan Negerl Jakarta Pusat

menglngat lokasl kerJa dan

persellslhan terJadl dt wllaYah

Sumatera Selatan.

Kebentan Y berdasar Pada

ketcntuan dalam W 2nW,5naltu:
gugatan pensellelhan hubungan

lndustrlal dlqlukan kelnda

tFo H,rin vulrc m ildpF- l, raREr, ut t 42



Pengadllan llubungan tndustrlal
pada Pengadllan Negerl yang

daenh hukumnya mellputl tempat
pekerJa bekerJa. Namun, tldak
celalu ketentuan lnt dlterapkan

dalam hukum acara pada

Pengadllan llubungan lndustrlal,

menglngat pula bahwa penrgasan

tempat pedaqllan kerJa, pertntah

p€nugalxrn kerJa terhadap X
dllakukan oleh manqfemen y,ang

berada dl Jakarta. Berdasarkan

fakta-fakta tensebut, Itlqfells

llaklm berpendapat dalam

perselislhan int hubungan kerJa

antara X dan Y memlllkl faktor'
faktor yang berlangsung dl wllayah

hukum Dru Jakarta, mesklpun

lokast atau tempat X bekerJa

adalah dt wtlayah hukum Sumatera

Selatan.

2. Pensellslhan 664

X yang berstatus sebagal

peke{a harlan, menerlma upah

harlan sesual dengan wor* ordenX

beke{a A2 (dua belas) Jam/harl

dengan 1 (satu) Jorn lsthahat 7

(tqruhl harl dalam s€mlnggu. Atas

over tlme pada Jam kerJa X maka

dlrtnya berhak atas upah lembur.

Dengan demlklan, X menuntut

kepada Y agar dtbayarkan upah

lembur sebrgal haknya.

Ketentuan mengenalJam kerJa dan upah

lembur berpedoman pada IIUIL

Keputusan ltlenterl Tenaga KerJa dan

Tnnsmtgast Nomor 234 Tahun 2q)a
tentang Waktu KerJa dan Istlrahat pada

Sektor Usaha Energl dan Sumber Dayna

Itllneral pada Daerah Tertentu
(Kepmenakertnns Nomor

llep.264MEl!f2q)5), dan Keputusan

llenterl Tenaga KerJa dan Tf,ansmlgrast

Nomor 1O2 Tahun 2OO4 tentang Waktu

KerJa l,embw dnn Upah KerJa Lembur
(Kepmenakertnns Nomor

Kep.1o2lMEllf2m4).

X mengqfukan gugatan atas uong lembur

ke Pengadllan llubungan Industrlal,

namun oleh Pengadllan ltubungan

Industrlal gugatan tensebut dttolak.

Qugatan atas uang lembur dltolak oleh

Pengadllan llubungan Industrlal
dlkarenakan belum mendapat penetapan

dart Pengawas KetenagakerJnan

Kabupateffiota. Pengawas

ketenagakerJaan memberlkan penetapan

tentang status Uesamya uang lembur

setelah dlmhta darl kedua b€lah plhak,

balk Penggugat maupun T€rgugat.

Sela4lutnya, tuntutan X berupa

penggantlan blaya akomodasl selama

menglkutl pelatlhan weldlng ptocdurc
($lPSl), uang cutl, dan uang penghargaan

masa kerJa, tldak dapat dlpenuhl atau

dltolak
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lal lnl rtka'renaken y dapat I PfiK tanPa p€netaPan terleblh dahulu

mGmbuktlkan telah menanggu4g ldarl Pengadllan llubungan lndustrlal

akomodasl X selama m€nglkutl lb"tol deml hukum. Sclama belun ada

pelatlhan ltPS. Y m€mb€rlkan hak cutl I penetapan darl Pcngadllan llUbrrngan

pada x dengan membellkan trket I Industr{al, balk pengusaha dan pekerJa

pesawat kepada x yang melakukan |narus tetap melaksantan kenqllbanrya.
cutl, sebagalmana dlatur dalam loten kar,ena pHK l,ang dilakukan y
Penaturan Pemsahaan. s€dang3an, l t rn a.p x adalah batal deml hukum,
tuntutan X bcrupa uang penghargaan maka PIInfT deml hukun me4ladl PIIIIITT.
masa kerJa tldak dapat dtpenuhl Artlnym, sercara otomatls - X meqfadl
melalul Putusan Pengadllan llubungan pekerJa tetap Y tanpa pcdu adan5ra
Industrlal dikarenakan masa kerJa X

adalah kunang darl 1 (satul tahun atau

han!,a 11 (sebelas) bulan, dhnana

pengangkatan melalul SIC

dalam UUK uang penghargaan m.rsa I 
remmnaruan PIIIilT (perlode lll: 3 l+lel

kerJa dlberlkan kepada pekerJa dengan | 
2006 sd' 2 Agustuc 2(X)o) t'erdapat

masa kerJa mlnlmal S (tlga) tahun.

5. Perselislhan PIIK

Pengadilan llubungan Industrial
menetapkan pcrthal benkhlrnya
hubungan kerJa yaltu pada 15 Agustus

2(X)O (pada saat PIIIilT pertode ttl
berakhlr), sedang:kan llehkamah

ketldaf,sesualan dengan ketentuan uUIt
rttrnana sehamsnya pembaharuan PIIWT

dllakukan setelah meleblhl masa

tenggang waktu 3() (tlga puluh) hart

sqtak benkhlrnya PKWT yrang tama dan

pembaharuan PlItllT lnl hanya boleh

dltakukan 1 (satu) kall serta pallng lama

2 (dua) tahun.
Agung menetapkan perihal

berakhlrnya hubung:an kerJayaltu p"d" 
I penylmpangan pada kasus tnl adatah

Februarl 2OO7. ltlellhat kasus yang I- | bahwa pembaharuan PIIWT antan X dan
te{adt antana X dan Y, maka PIIK l__Y dtlalmkan dengan mengabalkan malra
tensebut terJadl karena berakhlmya I

PKmt/kontmk kerJa ttdak dllakukan I 
tcnssang waktu 3o (ttga puluhl harl

perpa4langan. Dalam uulL hanya datur I *l* bemkhlmra PlIItr yang lama'

pcrthat pHK Berdasarkan ketentuan I 
PKTn lama (PltWT perlode lI) sebelum

Pasal 151 ayat (5) Jo. Pasat 1ti5 ayat lakan dladakan pembahanran b€rakhlr

(U tlulll perusahaan/Fembert kerJa I nada 17 APrll 2ao6.' seftlngga Jangkt

dapat melatrnrkan PllK kepada lwaktu yang berselang antan 18 Aprtl

peke$anya setetah nendapatkan lzooo sd. 2 ltlel 2(x)o adalah hanya

p€netapan dart Pengadllan ltubungan I senma 15 (llna belas) hart.

Industrlal.

rsoH.t(t vd.llc n Notf,JR t, uRE[ mt l u



Pc'nbaharuan PXIfn y,ang cesual {engan
ketentuan IIIIK adalah dllakutan set€lah

tenggang waktu 5() (ttga putuh) darl
nemfruAna PItffT perlode lI. Adapun

koncGkuensl darl ketldaf,sesualan pros€s

pemfanaruan PffUIT terrebut adalah

deml hukum PIIf,iT bdallh me4ladl

PltWTI- Sclaln ttu Juga, t€rdapat fakta
bahva pada saat akan dtlakukan

p€rpa4fangan PKlllT (pertode I ke pertode

ll) dlketahut dllakukan tanpa adanya

pemberltahuan' secara tertutts terleblh

dahulu kepada pekerJa bersangkutan. Hd
lnl Juga merulnkan satah catu bentuk
kelalalan atau kettdakscsuatan denqan

IJI|C Sehubungan dengan adanya

kelalalan 6ts1 fteddaksesualan pada saat
perpaqfangan dan/atau pcmbaharuan

PfiIfT, naka terJadl perallhan status X
me4fadl pekerJa tctap.

Dart s€gl perpaqfangan maupun

pembaharuan" PIIWT III dan PI{WI n
bertentangan dengan Pasal 59 IJUIC

Konsekuensl hukum darl ketldaksesualan

tcrsebut adalah hubungan kerJa antara X

dan Y berubah meqfadl PIIWIT terhltung

sqfak dlbuatnya PIIWT III yaftu tanggd 3

Flel 2(Xl6. Hd lnl c€sual dengan

ketentuan Pasat 15 a',at (4)

ttEP.lOOrUEN/YIrlq)4. Oleh karena

hubungan kerJa dlnyatakan putus

(bedasarkan putusan [tA) sqlak akhlr

Februarl 2(N)7, maka seluruh muusa kerJa

dlhltung selak 5 lttel2(X)O - Februarl2(X)7

(kurang darl i tahun).

Dafam Putusan Pengadllan llubungnn
lnducttlal, hompcnsasl pIlK 

'€ngbeftak dlt€rtma oteh X adalah

sehar 2 kalt upah tctap ccbulan (2 x
(1 x np 9.975.qX) = gr 19.98O.(XX),-

,). Atas dlrl X b€rtak pula atac rrang

penggantLan hak bcrupa lrcnqganttan
perumahan serta pengobatan dan

Perawatan, ),attu dttetapkan 15%

(llma belas per selatus) dart uang

pesa4gon (15% x Bp 19.950.(XX) =
w.2.99'2.5()(),4.

Oleh karena penghasllan X

dlbay,artan atas dasar perhltungnn

harlan (X adatah pekerJa harlan),

maka b€sar pcnghasllan scbulan

adalah 5() (tlga puluh) kan

peng[asllan seharl. Berdasartan

ketentuan IrUK (Pasal A67 ayat (211,

Pengadllan llubungan lndustrlal
menetapkan bahwa X berhak atas

upah sebulan dengan pcrAltrmgan 22

(ftra puluh dual kall pcnglrasllan

ceharl. Hal hl nen4rakan bcntuk
kekellnran dalan pertttungan

mengenal bcsamn upah cebulan yang

t€lah dlterapkan Pengadllan

llubung;an Industrlal.

4. Uangp€cangon

llak X yang dapat dlkabulkan oleh

Pengadllan Hubungan lndustrlal

cehubungan adanya PHIL yaltu Y

dlnrqtlbktn membqnr uang p€sangon

dan uang pengantlan hak

16 tf;o HJror uu,lE ru Km L trer, ml t



5.

Apablla dltlqlau bcrdasartan
Pasal 156 ayat (2) IJUK maka besaran

uang p€Fangon terscbut adalah omasa

he{a kurang darl 1 (satu) tahun, 1

(satu) bulan upah. llal lnl dlkarenakan

masa kerJa X kurang darl 1 (satu)

tahun.

Upah prose,s

PK$ff deml hukum berubah

meqfadl,PI{UITT sqak perpa4Jangan

PXIIIT ll (rB Desember 2OOE sd. 17

Aprll 2(X)G). Ilal inl dtkarenakan

pelaksanaan perpa4fangan Pl$ltT

tensebut tldak scsual dengan

ketentuan Pasal 59 ayat (4), dan ayat

(5). oleh karena berubah meqfadl

PI(WTT maka Putusan PHI 
'angmenetapkan bahwa hubungan kerJa

antara X dan Y berakhlr pada 2
'Agustus 2(X)6 adalah batal deml

hukum.

Berdasarkan Putusan Plll, PIIK

benkhlr sqlak benkhlrq,a Pl[SlT III,
yaltu 15 Agustus z00et (cehanrsnya 2

Agustus 2o'o6r, sedangkan ltlA mellhat

hal I'ang berbeda mengenal upah

proses yang dlqlukan oleh IL

llahkamah Agung menllal bahwa upah

prqs€s dlhltung sqfak berakhlmya

hubunqan kerJa dalam PItlllT, yaltu

sqfak Februarl 2OO7. Oleh karena ltu,
penetapan mengenal upah pros€t3

adalah sqlak Agustus 2O06 sanpat

Febmarl2o()7.

Dengan pcrtlmbangan eelama

proscs oGeara faktual tldak bekerJa

serta memperbatlfian nflal-nllal
kepatutan dan nsa keadllan, makq

sudah seharusn5na hak pekerJa atas

upah pKxl€s dttetapkan selama 6
(enam) bulan. Artlnla, selama PIIK

belum mendapatkan penetapan darl

PlIl, maka balk pengusaha maupun

pekerJa harus tetap melaksanakan

hak dan kewqftbannya.

. IIESIFTPUIIIN

Berdasartan anallslg-anallsls

ters€but dl atas, karnl memberlkan

keslnpulan atas perkara h,rtusan

Itlomor: lS4Em.Gf2OO7lPNJKT.reT,

sebagal berlkut:

bahwa pengadllan ),ang beruenang

memerlksa dan memutus perkan

hubungan lndustrlal adatah

Pengadllan llubunqan Industrlal pada

Pengadllan Negert Jakarta Pusat,

mesklpun lokasl kerJa dan

perselLslhan terJadl dt wltayah

Sumatera tldlatan.

1. Berdasarkan IJU 2nAO4, gugatan

persellslhan hubungan lndustrlal

dlqlukan kepada Pengadllan

llubungan Industrlal pada

Pengadllan Negerl yang daerah

hukumnya mellputl tempat pekerJa

bekerJa.
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Namun, berdasarkan penafslran
haklm, "tempat pekerJa bekerJa"
dapat dlperluas meqJadl tenpat
ditandatanganinya perJaqflan kerJa
serta tempat manqiemen perusahaan
bersangkutan berada (datam kasus,
perusahaan tempat X menandatanganl
dan tempat manqfemen perusahaan

berada di Jakarta). Mengenal
kompetensl pengadilan ftrl dlperkuat
pula oleh llahkamah Agung;

2. bahwa pe4hd perhltungan uang
pesangon berdasarkan Putusan
Pengadllan llubungan lndustrlal
adalah terhltung sqrak awal hubunqan
kerJa, yaltu seJak PIIUIT perlode l,
sedangkan penghitungan uang
pesangon oleh Mahkamah Agung
dltetapkan terhltung selak darl Plf$ft
pertode III, dikarenakan Y pada saat
melalrukan pembaharuan PIIWT
perlode III tldak sesual dengan
ketentuan WIt, yaltu tanpa
memperhatlan ketentuan rnengenal
malr.l tenggang 5() (tlga puluh) hart.
Ketldaksesualan tersebut beraklbat
deml hukum PI{IilT berubah me4fadl
PI(WTT;

5. bahwa perlhal persellslhan hak
menyangkut upah lembur tldak dapat
dlfadlkan sengketa pada Pengadllan
llubungan Industrlal dikarenakan
belum mendapatkan penetapan darl
Pegawal Pengawas KetenagakerJaan.
Ild lnl dtdasarkan pada ketentuan
dalam Kepmenakertrans Nomor
1O2MEIiU[LDOO4 tentang Waktu KerJa

l,embur dan Lembur

4. bahwa X tldak dapat dlangkat
sebagat pegawal tetap pada
perusahaan tempat dlrlnya bekerJa,
mesklpun terdapat kettdaksesuatan
dalam perpa4fangan dan/atau
pembaharuan PI$ilT. Ild tnl
menglngat bahwa pekerJaan yang
dllakukan oleh X adalah Jents
pekerJaan ;,ang penyelesalannya
dalam waktu png tldak terlalu lama
dan pallng lama 3 (ttga) tanury

5. bahwa Pengadllan llubungan
Industrlal dan ltahkamah Agung
terdapat perbedaan dalam
penetapan benkhlnrp hubunqan
kerJa. Menurut Pengadllan llubungan
Industrlal, PIIK bemkhlr sefak
berakhlrnya Pl{IllT perlode III, Snaltu
l3 Agustus 2(X)O (sehamsnya 2
Agustus 20(re[ sedangf,an
Flahkemah Agung mellhat hal yang
berbeda perhltungan berakhlmya
hubungan kerJa, yaltu sqfak Februarl
2(X)7ldan

6. bahwa plahkamah AgUng menllal
bahwa upah prose.s dlhltung sqrak
benkhlnrya hubungan kerJa dalam
PIIlllT III, yattu sqtak Febmarl 2OO7.

Sehtngga, penetalnn mengenal upah
prorsqe addeih terhltung sqlak
Agustus 2OOG sampat Februarl2OO7.

Seklan dan terlma kasth.

Nlta D. Bamos, SII
Blro ltukum, Kemenakertrans
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Implameiltasi ll utsou t cing

Oleh HutiYustie Annisa;;-;;;

Idalam melakukan outnurtlng, agar I tapl kehadlnn mereka sangat pentlng"

pnhtek 
'ang 

terJadi tldak han)"a | -f".foyo Jtka suplr, wutlty atau
I

menguntungkan outsoutclng oompryrl ftontllner yang bertugas tldak balk,

dan pemsahaan, s€rta merugikan buruh. | *rrr.. perusahaan akan rugt..Sela4futn;,a,
I

Pertama, sebelum mengunakanAnenakal 
lJaamn 

Serlkat Buruh s€bagal mltra,

Jasa penyedla tenaga kerla (oatnrcIng 
I 
bukan lawan y'ang hart.s dtcurlgal dan

ompnll harus dlllhat track rercordtrya, 
I 
dtawasl. Dengan kemltraan tersebut

apakah hak-hak nomatlf buruh benar- 
| 
ner"oalan-persoalan yang ada dlsekltar

benar dlperhattkan (dalam ban)"ak kasus, 
I 
buruh, maka segala persoalan blsa

gqll 
''ang 

dlberlkan kepada buruh 
I 
dldtskustkan dengan kepala dlngtn dan

dtpotong lagl oleh oatwurclng aompny, 
I 
tratt VanS tenangl'. Outsouclng ttdak

padahal outnuclng aompny telah 
I 
n""O mentunbulkan maralah, tp Jtka

mendapatkan komlslJasa darl perusah* 
I 
O*t leblh dalam slstem tnl Juga

pengguna), atau tldak melanggar hak-hak 
I 
menShasllkan beberapa keuntungan.

azazl bumh. Kedua, bagt peru** 
i

Pcngguna, pendekatan 
''ang 

dllakukan I l. Pendahuluan

sebalnya pendekatan kemanuslaan, I Dewasa lnl tkllm pelsalngran usaha

bukan pendekatan undang-undang. I *"n makln ketat, mengharuskan

Perusahaan harus menu4lrrkkan I perusanaan berusaha untuk
I

kepedultan kepada buruh outnuelng 
I 

metatutan eflslensl blaya produksl

mereka dengan pelaksanaan program 
I lnrcaucUon czrs0.2' Eflslensl blaya

kesqfahteraan dan kqsehatan sehlngga I 
dalam berbagal komponen

menclptakan p€ralraan aman d* | pengeluanan keuangan perusahaan

ketenangan bagt karyawan dt sebuah | -".rrp"t o salah satu cara untuk
I ----. r--r ^a-ar;aan

Ada beberapa hal yang hart-s dlperhatlkan llngatl Walaupun bukan karyawan ht"p,
dalam melakukan outnurclng, agar I tapl kehadlnn mereka sangat pentlng"

pnhtek 
'ang 

terJadi tldak han)"a I mlsalnya Jtka suplr, wutlty atau

menguntungkan outsoutclng oompryrl ftontllner yang bertugas tldak balk,

dan pemsahaan, s€rta merugikan buruh. I tentu perusahaan akan rugt..Sela4futn;,a,

Pertama, sebelum mengunakanAnenakal lJadtkan Serlkat Buruh s€bagal mltra,

Jasa penyedla tenaga kerla (oatnrcIng I bukan lawan y'ang hart.s dtcurlgal dan

compnfl harus dllihat track re,cordnya, I dlawasl. Dengan kemltraan tersebut

perusahaan. I dapat memerurngkan persalngan.

t) http://shelmi.wordoress.com2008/0361/oraktekoutsourcinq{i-indonesia, Syafiizal Helmi, Praktek

Outsurrcig di lndonesia, March, 31, 2008

2) htto//reinerain.blmsoot.com2Ol0/06/oermasalahanoutsourcinqdijndoneda.html, Permasalahan Outsourcing di lndonesia, Minggu, 6 Juni

2010
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Kecenderungan 1,ang terJadl adalah bahwa
pongeluanan untuk pembtaSnaan SDlt
perusahaan memakan porsl Snang cuhrp
b€sar ddam anqgaran keuangan
perusahaan. Solusl yang dttawarkan salah
satunya dengan menggunakan

lnplementasl
outsoattlng dltenpkan mulal darl hat-hd

',ang 
sederhana sepertl pengelolaa

clanlng seruIce sampal pada level ;'ang
rumlt yaltu pengelolaan perusahaan. sl

Out"*urcIng ttdak dapat
dlpandang sacana Jangka pendek sqfa,

dengan menggunakan outwurclng
perusahaan pastl akan mengeluarkan
dana leblh sebagal management tee borgl
perusahaan outnurcIng, memlklrtan
mengenal pengembangan karlr ka4lawan,
eflslensll dalam btdang tenaga ke{a,
organlsasl, beneflt dan latnny'a.

Perusahaan dapat fokus pada kompetensl
utamanya dalam blsnls sehlngga dapat
berkompettsl dalan pasar, dlnana hal-hd
Intern perusahaan l'ang berslfat
penu4fang (sapportIngi dlallhkan kepada
pthak laln yrang leblh profeclonal. Pada

pelaksanaann;m, pengalthan lnt Juga
menlmbulkan beberapa pemasalahan
terutama masalah ketenagakerJaan.rl

kebutuhan s€rta tldak dapat dltunda-
tunda oleh pelaku usaha. Bantrak
perusahaan melakukan outrcutlng
bukan atas dasar kebutuhan dnn sesual
dengan atuan hukun 

',"ng 
ada,

melalnkan hanya karena ttdak mau repot
dengan urusan-urusan ketenagake{aan.
Perusahaan melakukan outnurcIng
karena tldak mau dlrepotkan apablla
nantl te{adl PHIL dan },ang utama
adalah agar tldak perlu - member{
p€sangon kepada karyawan yang dl PIIK

outsourclng dan

Penghlndanan kewqflban oleh
pcrusahaan dalam pembayaran updh
png layak dan memenuht kesqfahtcnan
kalyawannnya dapat dlkatakan Juga
sebagal Ealah satu bentuk pelanggann
etlka.

Raktek outwurcIng bukanlah
suatu hal yang salah, selama perusahaan

tldak menylmpang dalam artl !,"ang
s€benarx!fia, bahwa 

',angdloutnurclnglran adalah pekerJaan,

bukan orang. Salah satu 6an mencegah
penylmpanqan tersebut adalah dengan
mengeluartan kebllakan dalam rangka
mengatur Jenls-Jenls pekerJaan yang

boleh mengunakan tenaga outsourcIng;
Oatwurclng untuk menlh keunggulan
konpetltlf dapat dlllhat pada lndustrl-

Problematlka mengenal I lndustrt mobll besar dl dunta, sepertl
outwurclng memang cukup beryarlasl, I Nlsan, Toyota dan llonda. Pada awalnya

ttdak terkecuall dt lndonesla. Ilal furl ldalam prosles produksl mobll, aone

dlkarenakan pentffJunaan outoarcIng I busslnes perusahaan otomotlf tensebut

dalam dunla usaha dl Indonesla klnl lterdlrt dart pembuatan desaln,

semakln marak dan telah

s) htF/blogstudent.mb,ipb.ac.idl20l0l0Tlflpaperoutsourcing, Outsourcing
r) htto//oanmohamadfaix.conr/2007/05/19/outsourcinqdan-tenaqakeria.htnl , Otbourcing (alih Daya)

dan Pengelolaan Tenaga Keria Pada Perusahaan, Pan Mohamad Faid, May, 19,2N7
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Namun, selrlng dengan waktu Pada I ll. Pengertlan dan Penenpan
akhlp;6 yang me4ladl core busslnesl Outsourrclng

hanyafah pembuatan desaln mobll
sementara pembuatan suku cadang dan
perakltan dlsenhkan pada perusahaan

laln yang leblh kompeten dengan slstem
outsourclng, sehlngga perusahaan mobll
tersebut bisa meralh keuntungan
kompetitlf. s,

Dlahd, sqlak dlundangkannya
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2(Xri5,

outnurcIng pekerJa mer{adl me4famur.
Hal lnt dlsebabkan pengusaha dalam
nng:ka eflslensl merasa aman Jtka
pekerJa/buruh yang dloutsurce adalah
pekerja/buruh yang berasal darl
perusahaan Jasa pekerJa. Dlslsl latt,
tenryata outsourcIng mengundang
permasalahan baru )'aknt legal Issue
dlmana status karyawan meqfadl kurang

Jelas, apakah pekerJa/buruh tersebut
adalah merulnkan karyrawan darl
perusahaan tempat bekerJa atau
merupakan karyrawan darl perusahaan

outnurclng. Dan menlmbulkan kemguan
bagl pekerJarbumh mengenal kemana la
harus mengqlukan kebentan atas tldakan
yang dllakukan oleh employedpenberl
kerJa.

Darl bebempa pandangan tersebut
dlatas dan menglngat me4lamurn',a
persoalan outsourcIng dl dunla blsnls
Negara klta, maka kaml mencoba

mengupas segala persoalan terkalt
praktek outwurclng dalam dunla usaha,

melalul sebuah tullsan yang berJudul

Itlaurlce Greaver dalam tutlsannl"a
menyebutkan bahwa outourcIng
(alth da',a) dlPandang sebagal
tlndakan mengallhkan bebenpa
aktrdtas perusahaan dan hak
pengambllan keputusannya kepada
pthak laln (outslde provldei, dlmana
tlndakan tnl t€*alt dalam suatu
konhak kerJa sama.

Beberapa pakar serta praktlsl
outnurclng darl Indonesla Juga
nenberlkan deflnlsl mengenall
outautlng, antana laln meyebutkan
bahwa oatsourcIng dalam Bahasa
lndonesla dlsebut allh daya, adalah
pendelegaslan opensl dan
managemenf hartan darl suatu prcrcs
blsnls kepada pthak luar (perusahaan

Jasa outsourclng)ul. Pendapat serupa

Juga dlsanpalkan ltluznl Tambusal,
yang mendeflnlslkan pengertlan
outnurcIng sebagaf menborongkan
satu baglan atau bebenpa bagtan
kegtatan perusahaap l,ang tadlnya
dlketola sendlrt kepada perusahaan
laln yang kemudlan dlsebut sebagal
penerlma pekerJaan.l

Dalam hukum gslqnagakedaan

Indonesla, outsoutclng dlartlkan
sebagat pemborongan pekerJaan dan
penyedlaan Jasa t€naga kerJa.
Pengatunn outsourcIng lnl dapat
dlllhat dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2o,o.6 tentang
KetenagakerJaan Pasal 64, Pasal 65
dan Pasal 66.

o Permasalahan Outsourcing di lndonesia, http://reinerain.bloosoot.bloqspot.com/20'10/06/permasalahan-

outsourcino-di-indonesia. html
e) Chandra Suwondo, Outsourcing; lmplementasidi lndonesia, Elex Media Comptindo, Jakarta, hal 2

4 MuzriTambusai, Pelaksanaan Outsourcing (Alih Daya)ditinjau dad aspek hukum ketenagake{aan

tidak megaburkan hubungan industrial, htbJ/nakertrans.qo.id/arsiFberita/naker/outsourcinq.ohp.29

Mei 2005
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Ketentuan perundang-undangan telsebut
menegaskan bahwa peke{a darl
pemsahaan penyedta Jasa pekerJa tidak
boleh dtgunakan oleh permb€rt kerJa

rnelaksanakan keglatan pokok atau
kegiatan 

',ang 
berhubungan langsung

dengan prcrcs produksl, kecuall untuk
kegiatan yang ttdak berhubungan

lnn$c,r'ng dengan proscs prodrrksl.

Disamplng ttu ketentuan latn
tentang outsourcig dlatw Juga dalam:

1. Keputusan itenterl Tenaga KerJa dan
Tlansmlgrasl Nomor Kep.

lOOllrlentlllf2OO( tentang Ketentuan
Pelaksanaan PerJaqltan KerJa tllaktu
Tertentu.

2. Keputusan Menterl Tenaga KerJa dan
Transmlgrasl Nomor Kep.

lOUltlenIlIlDOO4 tentang Tata Can
Perlflnan Perusahaan Penyedla Jasa

PekerJa/Bumh.

3. Keputusan Menterl Tenaga KerJa dan

Transmlgasl Nomor Kep. 22OlVlenIXt

2(n4 tentang Syarat-syarat

Penyenhan Sebagtan Pelaksanaan

PekerJaan Kepada Perusahaan Laln.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2(X)5 tentang KetenagakerJaan sebagal

dacar hukum dlbertakukanya outsourclng
dt Indonesla, membagl outsurcing
me4fadl 2 (dua) baglan, yaltu :

pemborongan pekerJaan dan penyedlaan

Jasa pekerJa/bumh.

Pada perkembangarya datam draft revlsl
gl6lang-Undang No. 16 Tahun 2@6
tentang KetenagakerJaan, mengenall
pemborongan pekerJaan dlhapuskan,
karena lebth condong keanh sub
contractlng pekerJaan dlbandlng[an
dengan tenaga kerJa.at

Pengatuan outsourelng dalam IJU no.15
tahun 2AO3.

Dalam tJU No.15/2fi)5, yang

menyangkut outsourclng (Allh Dafna)

adalah pasal 64, pasal 65 (terdlrl darl 9
ayatl, dan pasal66 (terdlrl darl4 ayat).

Pasal & adalah dasar {lgslshkannya
outsourclng. Dalam pasal 64 dtnyatakan
bahwa: "Perusahaan dapat menyelahkan
sebaglan pelaksanaan pekerJaan kepada
perusahaan latnnya melalul perJa4ftan

pemborongan pekerJaan atau penyedtaan

Jasa pekerJa/buruh yang dtbuat secania

tertulls".el

Pengaturan outsourclng daFm IJU no.13

tahun 2o(),3.

Dalam tJU No.15/2(X)3, l,ang
menyangkut outsourclng (Nlh My.t
adalah pasal 64, pasal 65 (terdlrt dart I
ayatl, dan pasaf 66 (terdlrt dafl4 a!,at).

Pasat 65 memuat beberapa ketentuan
dlantaranya adalah:
o penyeriahan sebaglan pelaksanaan

pekerJaan kepada perusahaan latn

dllaksanakan melalul pedaqilan
pemborongan pekerJaan 

'ang 
dlbuat

s€cara tertults (ayat 1);

e) Permasalahan Outsourcing di lndonesia, htb://reinerain.bloqspot.bloqspot.co{n/2010/06/permasalahan-

outsourcinq{i-irldonesia. hbnl
r) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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peke{aan yang dl,serahtan pada plhak
laln, sepertl !'ang dlmaksud dalam
a''at (1) haruc rnemenuhl ryarat
qnant sGbagat berlhrt:

a. dllatukan secara terplcah dart
keglatan utama;

b. dltakukan dengan perlntah
langoung atau tldak langsung darl
pembcrl ke{a;

c. merupatan keglatan penuqfang
perusahaan ltccan kes€luruhan;

d. ttdak, mengharnbat Prqres
produksl lrecara langoung. (aVat 2l

perusahaan taln (yang dlc€rahkan
pekerJaan) haruo berbentuk badan
hukum (al'at 5);
pcrtlndungan ke{a dan ryaratrsyarat
ke{a pada perucahaan laln sama
dengan perllndungan kerJa dan qralat''
c5llarat kerJa pada perutahaan penbert
peke{aarr atau sesual deng;an
pentuan perundangan (ayat 4);
perubahan atau penanbahan qnant-
qnarat tcnccbut dlatas dLatur leblh
laqlut dalarn heputucan nentcrl (ayat

5);
hubung;an ke{a dalan petakcanaan

peke{aan dlatw dalam Pcdaqttan
tertulb antam perunahaan laln dan
peke{a yang dtpekerJakannVa (ayat 6)

hubunqan ke{a antala Pcrusahaan
laln den<ran pekcrJa/buruh daPa.t

dldasa*an pada p€rJaqltan ke{a
wafttu tcrtcntu atau pe{a4ftran ke{a
waktu ttdaf, tertcntu (aFt 7);

r blla beberapa syant ttdak
te4renuhl, antara laln, qlant-qlarat
mengenal peke{aan },ang
dlsenhkan pada pthak laln, dan
ryarat !'ang menentukan bahwa
perusahaan laln ltu harus berbadan
hukum, maka hubungan ke{a antara
peke{a/buruh dengan perusahaan
penyedla Jasa tenaga ke{a berallh
me4fadl hubung;an kerJa antara
pekeda/buruh dengan perusahaan
pemberl pekerJoan (ayat 8).1o)

Pasal 66 I)U Nomor 15 tahun 2o,o,6

mengatur bahwa pekerJa/buruh dart
perusahaan penyedla Jasa tenaga kerJa

tldak boteh dlgunakan oleh pembert
kerJa untuk melaksanakan keglatan
pokok atau keglatan yang berhubungan
langsung dengan prm€s produksl,
kecuall untuk keglatan Jo.a Penuqlang
l,ang tldak berhubungan langsung
dengan pros€c produket.
Perusahaan penyedla Jasa untuk tenaga
kerJa yang ttdak berhubungan langeung
dengan proscs produksl Juga hams
menenuhl bebenpa perryaratan, antatia
laln:

o adanya hubungan kerJa antan
pekerJa dengan perusahaan penyedla

Jasa tenaga ke{a;
. p@da4llan kerJa yang berlaku antan

peke{a dan perusahaan PenYedta

Jasa tcnaga kerJa adatah P€rJaqllan
kerJa untukwaktu tertentu atau tldak
tertentu yang dtbuat aecara tertulls
dan dltandatanganl kedua b€tah

Oan eengetotaan Tenaga Kefa Pada Perusahaan, Pan Mohamad Faid, May, 19, 2007
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o perllndungan upah, Lesqfaht€,raan,

{rarat.sJrant kerJa s€rta pertellslhan
png tlmbut meqfadl tanggmg Jawab
perusahaan penyedta Jasa
pekeda/bunrlry

o pe{aqfian antara peJusahaan
p€ngguna Jasa p€kerJsrbunrh dan
perusahaan penyedla Jasa
pekerJalburuh dlbuat socata tcrtulls.

a

Penyedla Jasa pekerJa/buruh m€rupakan
bentuk usaha yang berbadan hukum dan
memllikl lzln, dart lnstansl yang
bertanggung Jawab dl btdang
ketenagakerJaan. Dalam hal qnrat-ryarat
dlatas ttdak terpenuhl (kecualt mengenal
ketentuan perllndungan kesqlahteraan),
maka deml hukum status hubungan kerJa
antara pekerJa/buruh dan perusahaan
penyedfa Jasa pekerJa/bumh berallh
me4ladl .hubungan kerJa antan
pekerJa/buruh d-n perusahaan pemberl

PGke4faan.u)

Perusahaan penlredla Jasa untuk tenaga
kerJa yang ttdak bertubungan langsung
dengran pros€s produkst Juga harus
memenuhl bebeiapa qrarat, antara laln
adanya hubunqan kerJa antan p€keda
denqan pengusaha penyedla Jasa tenaga
kerJa perJa4llan kerJa 

'ang 
b€rlaku

antan perusahaan penyedla Jasa tenaga
kerJa adalah perJa4flan kerJa untuk waktu
tertcntu atau waktu ttdak tertentu yang
dlbuat sscara tertulls dan dltandatanganl
oleh kedua bclah plhak

Perllndungan upah, keoqfahteraan,tan
s5larat.qrarat ke{a scrta posefislhan
J,ang thnhul meqfadl Jawab
perusahaan penyedla Jasa peke{a/
bunrh.l2t

Salah catu tqfuan pentlng oatwurcIng
adalah dengan menlngkatkan effclenst
parusahaan dengan menekan blaya
operasl. Oleh karena ltu baryak wr{ud
outnuttlng 

''ang 
berupa menggantl

pekerJaan karyrawan tetap dhn purna
waktu dengan karyrawan tldak tetap dan
paruh waktu, karyrawan kontrak atau
bentuk laln rllmana karSmwan Hdak atau
leblh scdlldt menerlma keuntungan.
OutsourcIng men{rakan pnoses
pemlndahan tanggrmg Jawab tenaga
kerJa darl perusahaan lnduk ke
perusahaan tdn dt luar perusahaan
lnduk.

Pemsahaan dl luar perusahaan lnduk
blsa berupa vendor, kopensl ataupun
lnstanst laln yrang dlatur rlalarm suatu
kesepatatan ,tertentu. (httourcIng
dalam rcgulast ketenagakerJaan blsa
hanya mencakup tenaga kerJa pada
proees pendukung (nonate buslnas
unlt) atau aecara paktek semua llnl
kerJa blsa dlalthkan scbagal unlt
outourlng;rtt
Untuk mencegah adanya Ealah penafslran
mengenal hrttcrta aone buslnss ltu
sendlr{, ada batknya bahwa setlap
pemsahaan cehamsn;na terteblh dahulu
t€lah

rrl Pasal 66 UUK No.'13Tahun 2003tentang Ketenagakeriaan
12) lbid
rs) Seputar Tentang Tenaga Ortsourcing, htb://malanqnet.wordoress.com
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medadl peke{aan utama dan pekqfaan

pe,qfang $rntu dokumen t€rtults

dan melaportanya kepada lrctansl

hGt€nagakcrjaan setenpaL Hal lnl Juga

sudah dtnyatakan sGcata hnpllslt dalam

kepmen 22Ol2M, tcrtalt dengan

nelalmkan penoncanaan untuk

nrelakufan outnarcIng tcftadap tenaga

ke{anya. Pcmbuatan dokumen t€ftulls

pentlng bagll penerapan outourcIag dl
perusahaan, "katrena al,asan-alasan cebagal

berlhrt:
1. sebagal bentuf, kepatutan perusahaan

tcrtadap ketentuan tentang

ketenagaf,e{aan dengan melakukan

pelaporan kepada Dlnas Tenaga Kqfa

tletempat,

2. S€bagal pedoman bagl mandemen

dalam melaksanakan outsourclng

Pada bagtran-baglan tertentu dl
perusahaan,

5. Sebagnl calana soslallcasl kepada

pthak peke{a tentang bagtan-baglan

mrma eqfa dl perucahaan 
'€ngdllakukan outcourclng tertadaP

peke{anya,

4. ltlemlntrnalkan reslho pcrccllelhan

dengan peke{a cerlf,at Peke{a,
pemerlntah E€rta Pem€glng saham

mengenal keabsahan dan Pentuan
tcntang outnurclngdll Perusahaan.t)

Seorang pcnelltl melakukan suncy pada

U perusahaan dl tndonesla denqan

menggunakan kuesloner dengan metode

convlnleae ampllng, dan berdacartan

hasll eurvey tcrsebut dlketahu bahwa 75

Yo perusahaan menggunakan tcnaga

outsouce dalam

openslonalnya, cedangrkan slca4'a pltu
27 Yo tldak menggufttf,an tenaga

outsurw. (Gambar 1)

Gambar 1

Perusahaan Yang Menggunakan Tenaga

Outsourcing

Sumber : Dlvlsl Rlset PPM lrtanaJemen,

Agustus 2008

Dart 75 !16, perusahaan yang cepenuhnya

menggunakan tenaga outsurw
merupakan Jenfs hdustrl perbanf,kan,

kertac, Jasa pendldllan, pengolahan

karet dan plasttb serta lndustrl makanan

dan mlnunan.

n=41

tr) Gofar Tobing, outsourcing di lndonesia, htb//oofartobing.wordoress.com/2010/0?01
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ScdangBan lndustrl alat belat, mesh dan

sanna tmnsportacl (otonotlf dan cuku

cadang) menggunakan tenaga outsutcc
cp.banyak 157,14 %. Untuf, lnductrl farmasl

dan klmta (8O%l dan lnduclrl latnqa
ccbanpk 50 % t€rdlrl darl lndustrt Jasa

pemellharaan pembangklt llstrlk,
konsultan, Eft lenglnedng pnocunement

contntctlonl, pengolhan ka3ru, kqsehata,

percetakan & penerbltan don

elektronlk.(Aambar 2)

Gambar2

Perusahaan Yang llenggunakan Ou8ou,ce
Berdasarkan Jenls lndustd

HldMr*n
hdddAdh,llrhdilgm

frqdlsi(olnlottdntt'e'0

hdddkmai&lftiak

HddEfrnrdaiE
lfarnrilktdqi

hdddlhs

hddri"bHds|

hddriktd:lnlG&Fdi(

hndrillfiileHnna

trfi

qEr

aFr ltml
YA

ffi

0t
n=14f,r

tot

Sumber : Divlsl Riset PPtrt }lanaJemen,
Agustus 2008

Jllm dlllhat dart statua kepemlllf,an,

dlketahul bahwa BUllN, ,tolnt Yentutedan

Nlrlaba menggunakan 1OO tl6 tcnaga

outsutre dalern kcgtratan operaslonlny'a.

Scdangkan gwacta naslonal

menggunakan tenaga oatsutcc
cebanyak 67,1619.% dan swasta astng

menggunakan seban;ak 5,71 %.(Aarnbar

t).ttr

Gambar (3)

Perusahaan Yang Menggunakan Oubource
Berdasarkan Sftatus Kepemilikan

Ntl*a Impr

.tint\fiilue Eron

nt'lN Ermn
Imm

$rdaAiry ilqn* h"

$rdailhdmdLsm

Sumber : Divisi Riset PPM llanaJemen,
Agustus 2008

lll.Langkah-lug[ah Dalam Penempan

Outsourclng

Ketentuan Pasal 64 sampal dengan

Pasal 66 IJUK meqfadl legltlnasl
tcrsendlrl bagu keberadaan

oatouelng dl Indonesla. Arttnya

secara IqaI furmal, elsten kerJa

out"*urcIng memlllf,l dasar huhn
yang kuat untuk dlterapkan. Keadaan

demlklan membuat pengusaha

menenpkan slst€m lnl.r6)

15) Orborcing, 2008, Divisi Riset PPM Manajemen, 28 Agustus 2008
16) Hadang Oubourcing dengan Framework Agreement, www.hukum online.com
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Penggunaan outnurcIng sertngkall

atgunakan cebagat strategl konpetl,cl

perusahann untuk fokus pada aone

buslnacnya. Ilamun, pada paktehrya

outsoanlng dldorong oleh kelnglnan

1rcrusahaan untuk menekan ooof htngga

serendah-rendahnya dan mendapatkan

keuntunqan berllpat ganda walaupun

sertngkalt melanggar etlka blsnls.

Darl perusahaan-perusahaan ),ang

menggunakan tenaga outrcurw
dlketahul 5 alasan menggunakan

outrcurtlng, yaltu agar perusahaan dapat

fokus terhadap @re buslnas, untuk

menghemat blaya oper:aslonal , turn over

karyawan meqfadl rendah, modemlsasl

dunia usaha rlan lalnnya. (Gambaf 4).

Gambar (4)

Atasan Menggunaka n Outsourcing

Adapun 
'tang 

meqfadl alasan lalnnya

adalah:

a. Efektlfltar mapowcr

b. Tldak perlu mengembangkan SDM

untuk pekerJaan lnang b"knn utama.

c. Menberdayakan anak perusahaan.

d. Dealtng vlth unpdlctd husln*t
condltlon.r7,

Outsou1clng, ttdak terlepas dart

perusahaan penyedla lprcvldel Jasa

tenaga outsutce. Perusahaan harus

memlllh provldery"ang sesual denqan aIDa

',ang 
dlbutuhkan dlmana perusahaan

outwurcIag tersebut harus t€qll
kudltas ;nng dllaqllkan, srcrta adanya

kescpakatan untuk membuat hubungan

JangBa pa4lang.l8l

Jenls peke{aan yang dapat

menggunakan outsourcIng adalah

peke{aan-pekerJa4n yang .bukan
merupakan tanggungJawab. lntt dart

perusahaan. Adapun kompooisl Jenls

PekerJaan 
',ang 

PaUnS banYak

menggunakan tcnaga outsoutra adalah

cleanlng scrylce, reurtt7r, drlver,

ccf,retarlc, customer *rYI@, dan

SFA.(Gambar 51. Untuk Jenlc pekerJaan

lalnnya yang terdlrl darl:

krrd'andf,df*stcl'd+
oehsnes

ftrd'ctCatiaf

33.7596

28.75%

Xrnonrkryamruid rendd I 15.m91

lrldflisaituia$dE

Ldmp, qeU: eddindrindFF,dll 1125$

14 Outsorcing, 2m8, Divisi Riset PPM Manajemen, 28 Agustts 2008
r8t Kesulitan Outsourcing di lndonesia, htp//rahard.wordpress.com
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Baglan pengepakan barang (packlng).

IIeIper balk untuk malnteaancc

rnaupun mahaalc.

. Facllltator tralnlng,

. Resepslonls/operatortelepon.

. Data enhy.

. CaII centen

' 
Gambar 5

Jenis Pekerjaan Yang Menggunakan Tenaga Outsource

$,e96

0enru $utity ta'nrya

$ie
Bns $adas Odsrg $G

$nie0

IV. llubungan ltukum antana ttaDzawan

Outsourclng denqan Perusahaan

Pengguna Outsourclng

Ilubungan hukum Perusahaan

OutnarcIng (Nlh llaya) dengan

perusahaan p€ngguna oatsouttlng

dtlkat dengan menggunalran

PerJaqflan KerJasama, dalam hat

penyedlaan dan pengelolaan pekerJa

pada bldang-bld.ng tertentu lang
dltempatkan dan beke{a pada

perusahaan p€ngguna outaurcIng.
Ka4lawan outnurcIng menandatenganl

perJaqflan kerJa dengan perusahaan

outrcurrcIng sebagal dasar hubungan

ketenagakerJ:urnnya. Dalam perJa4flan

kerJa tersebut dlsebutkan bahwa

karyawan dltempatkan aan iferJa dl
perusahaan pengguna outsourclng.

Darl hubungan kerJa lnt tlmbul suatu

pemasalahan hukurn, karyawan

outsouclng dalam penempatannya pada

perucahaan pcngguna outwutelng hams

tunduk pada Peratuan Perusahaan (PP)

atau PerJa4flan KerJa Bensama (PKB)

yang berlaku pada perusahaan pengguna

oustoutrcIng tersebut, sementala secara

hukum ttdak ada hubungan kerJa antana

keduanya.

Ilal yang mendasarl mcngapa karya-wan

outnutrlng harus tunduk pada

penturan p€rusahaan pemberl kerJa

adalah:

1. Karyrawan tersebut bekerJa dl
tempaUlokasl perusahaan pembert

kerJa;

2. Standard Opentlonal hocdurcs
(SOP) atau atuan ke{a perusahaan

pemberl kerJa harus dllaksanakan

oleh ka4,awan, dlmana s€mua hal ltu
tercarrtum dalam peratunn

perusahaan pemberl kerJa;
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5. Buktl tundulnya karyawan adalah I Dalan Undang-Undang ltlomor 16 Tahun

prrda Me.morandum of llnderctandlngl ZOO1, ketentuan mengenal Pl$lff dhtw
(ltou) antam perusahaan outsource laahm Pasal 67, 5& 59 Jo Kepmen

dengan perusahaan pemberl kerJa, | [nnOO&. Dalam Pasal 59 IJUIL PIIIilT

dalam hal yang menyangkut nonna- I hanyadapatdlbuat untuk:

nonna kerJa, waktu kerJa dan atuan 11. PekerJaan yang sekall selesal atau

kerJa. Untuk beneflt dan tuqfangan I sementana slfatnya;

blasanya menglnduk penrsahaan lz. ""*"4r"o 
yang dtperklraka

oqtsorlrce.rsl

PerJa4ltan kerJa

penyelesalannya tldak terlalu lama

atau pallng lama tlga tahun (2 tahun
antara karyawan I auwa dan 1 tahun perpa4fangan);

outsourclng dengan pemsahaan penyedh le. pekerJaan;zang berslfat mustrnan;

Jasa pekerJabunth blasanya mengllrutl 14. pekerJaan yang berhubungan dengan
Jangka waktu p€rJaqltan kerJa sama I proaur baru, keglatan baru atau
antara perusahaan penyedla J""" I produk tambahan ;rang maslh dalam
pekerJa/buruh dengan perusahaan I o-u"" perrcobaan atau pe4lqfakan.T)
pemberl kerJa. Ilal tnl dlmaf,sud apablla I f"rp.ql.lrga1 kontmk pIIUtT dapat
perusahaan pembert kerJa hendak 

I amf..m" datam Jangka waktu Z (tqluh)
mengakhlrl kerJa samanya dengan 

I n".f ""*lum 
perJaqfuan Ke{a bemkhlr.

;rcmsahaan penyedla Jasa peke{a/buruh, I Ouf.- hal Iffn dlbuat berdasarlran
maka pada waktu !,ang belsamaan 

I sehsalny,a pekerJaan tertentu, namun
borakhlr Pula kontak kerJa antala I mn o. kondlsl tertentu pekerJaan

karyawan dengan perusahaan pemberl 
I t o"tot belunrr dalnt dlcelesatkan, maka

kerJa. Bentuk perJa4Jlan ke{a yang lazlm l a"pot dffakukan pembaharuan pKIilT

dlgunakan dalam outsourclng adalah 
I setelah meleblhl masa tenggang aktu 3o

pcrJadtan kerJa waktu tertentu (PIlIllTl. 
I ttfg. puluh) hart setelah berakhlmya

Bcntuk perJa4ltan ke{a lnl dlpandang 
I perJaqllan kerJa.

sangat flekslbel bagl pemsahaan 
I 1."1a"a.p pIITtT atas pekerJaan muslman,

penggunaJasa outsourclng- arena llngf,up 
I f"-*f pekerJaannya tergantung pada

pekerJaannya yang berubah-ubah sesual lmustm dan cuaca dan hanya untuk satu
dengan pertembangan 1rcrusahaan. Jenls pekerJaan sqfa.

tr) http://oanmohatnadfaiz.com/2007/05/19/outsourcinqdan-tenaqa'keria
zo) Gofar Tobing, Outsourcing di lndonesia, htb//oofartobino.wordoress.com2Ol0l0Z0l/outsourcino-

alih-daya{an-pengelolaan-tenag+kerja-pada-perusahaan

t€a Hn(N Vott-,Gnil NOI/oF. l, ltARET, 2011
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Terhadrp peke{aan tnl Hdak

dllakukan pembaharuan p[tJT (

Kepmen 1Cof2OO4).

Sfen PlOlT

2Tahtn 2Miiggu 1 Tahun 1 Buhn 'l Talur

Pemberltahuan Perpa4f an gan

Ifaryawan Outsourrclng walaupun secam
organlsasl berada dlbawah perusahaan
penyedla Jasa pekerJa/buruh, narnun

lnda saat rekrrrltmen, karyawan tersebut
harrs mendapatkan pcnr€tqfrran dart
pthak penbert ke{a. Apablta perJa4rtan
ke{asama antara penrsahaan penyedta

Jasa pef,edalburun dengan perusahaan
pemberl kerJa beiakhir, maka berakhlr
Juga pedaqlian kerJa antara perusahaan
penyedla Jasa pekerJa/bumh dencan
ka4awannya.2rl

Apablla te{adt petanggann yang
dtlalmkan pekerJa, dnlam hat lnl tldak
ada kewenangan darl perusahaan
pcngguna Jasa pekerJa untuk melakukan
penyelesalan sengketa karena antara
perusahaan pengguna Jasa pekerJa (u*rl
dengan karyawan outsutce sscar.
huftum 11rlak mempunyml ftq[ungan

neqrelecalkan penellclhan tercebut
adalah perusahaan pe4yeala Jasa
peke{a, walaupun peraturan }ang
dllanggar adalah pemturan pcrusanaan

pengguna Jasa pck€da lu*t1.nt
Penturan perucahaan bcrtsl tentang hak

dan kerqflban antara perusahaan

dengan karyrawan oatwurcIng. Ilak dan

kewqltban menqgambartai suatu

hubungan hukum antana pekerJa denqan
perusahaan, dfunana kedua plhak
tersebut sarna-cama t€rlkat perJa4llan

kerJa 
',ang 

dfsepakaH bensama.

Sedangkan hubungan hukum yang ada

adalah antam pemsahaan outnutrlng
dengan perusahaan pcngguna Jaca,
berupa p€daqllan penyedlaan peke{a.
Perusahaan pcngguna Jr"a pekerJa

dengan karyawan Hdak memlllkl
hubnngan ke{a secan langsnng, balk
dalam bentuk' peda4llan ke{a waktu
tertcntu maupun perJaqllan ke{a walrtu
ttdak tertcntu.

Apabtla dltt4fau darl termlnotogt haktkat
pelaksanaan Peratunan Perusahaan,

maka peraturan penrsahaan dart
perusahaan p€ngguna Jasa ttdak dapat
dttenpkan untuk karyawan outnutclng
karena ttdak adanyahubunganke{a.

dapat

hsal 7

untuk

2rl GoJarTobing, Outsourcing di lndonesia, htb://qofartobino.wordoress.com/2010102/01/outsourcinq-
alihdaya{an-pen gelolaan{enagake{apdaperusahaan

zl htb://oanmohambdfaix.com/2007/05/19/oubourcino{an-tenaoa-keria.htnl , Outsourcing (alih Daya)
dan Pengelolaan Tenaga Ke{a Pada Perusahaan, Pan Mohamad Faid, May, 19, 2007
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Ilubungan kefla 
'ang 

terJadl adalah

hubungnn kerJa antan karyawan

outnurcIng dengan perusahaan

oataurcIng, sehlnqga sehamsnya

karyawan outwarclng menggunakan

pqaturan perusahaan oatsoutrlng,

bukan peratuan pemsahaan pengguna

Jasa pekerJa.Dl

Ihryawan outsoutring yang dltempatkan

dt perusahaan penfgluna outsourelng

tentun;"a secanir aturan kerJa dan dtstpltn

kerJa hanrs mengikutl ketentuan yang

b€rlatm pada perusahaan pengguna

ou toutrlng. Dalam perJa4Jfan kerJasama

antara perusahaan outnurcIng dengan

perusahaan pcnt[1uftr outnurcIng harus

Jelas dt awal, tentang hetentuan apa sqfa

Jrang harus dltaatl oleh ka4'awan

outsourclng selama ditempatkan pada

penrsahaan pengguna outwutrlng.

Fltsalkan masalah beneflt, tentunya ada

perbedaan antan ka4'awan outwurcIng

dengan karlPawan pada pemsahaan

pengguna outsourcIng. Ilal-hal yang

terdapat pada Petatunn Perusahaan

',ang 
dtsepakatl untuk dltaatl,

dlsoslallsaslkan kepada karyawan

outrcarcIng oleh Perusahaan

outsourcIng.

Y. ilasalah dalam outsourclng
Tlmbulqaa kecenderunqan
perucahaan untuk nel,qkukan
outsourclng, sesual hasll studl para
ahll managemen lnmg dllakukan sqfak
tahun 1991, temasuk suryey yang
dttakukan terhadap lebth dart 12fi)
Soslallsast lni pentlng untuk
meninlmalkan tuntutan darl
ka4rawan outnurcIng yang menuntut
dlfadlkan karyawan tetap pada
perusahaan pen(Kfuna Jasa
outsoarclng, dtkarenakan ku:angn),a
lnformasl tentang hubungan hukum
antara kaqtawan.dengan perusahaan
p€ngguna outnurcIng. u)perusahaan

bahwa potensl keuntungan atau
alasan perusahaan, melakukan
outsourclng antara laln adalah untuk:
1. ltlenlngkatkan fokus p€rusahaan

2. llemanfaatkan kemampuan kelas
dunia

3. llempercepat keuntungan 
',angdtperole,h darl rcengln eerlng

4. Membagl rclko
5. Sumber daya sendirl dapat

dlgunakan untuk kebutuhan laln
6. Memung$nfan tersedlann;ra dana

kapltal
7. ltenctptakan dana segar
A. Mengurangl dan mengendallkan

blaya operasl
9. lttemperoleh sumber day'ta 

',angtldak amUUd sendlrl
lo.Memecahkan masalah yang sullt

dlkendattkan atau dlkelola.4r

zl) htb//oanmohamadfaix.com200T/05/19/outsourcingdan-tenaqa-keria.htnl , Olbourcing (alih Daya)

dan Pengelolaan Tenaga Keria Pada Perusahaan, Pan Mohamad Faid, May, 19' 2007
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alasan tersebut dlatas, Tqfuan lnl ada balhrya, narnun pada
p€nt[tunaan clstem Outsourclng meqfadt

masatah tersendlrl bagl perusahaan

khueusnya bagl ten'ga kerJa. B€rlkut
bebenpa pe4fabaran pro dan kontra

terhadap penggunaan outaurclngt

Garls b€sar tqfuan perusahaan melakukan
outwurclng adalah agar perusahaan

dapat fokus pada kompetensl utamanya
dalam blsnls sehlngga dapat
berkometensl dalam pasar, dlmana hal-
hal lntem perusahaan yang berstfat
penu4lang dldlhkan kepada plhak laln
yang leblh profeslonal.

pelaksanaannya, p€ngatlhan lnt
menlmbulkan beberapa masalah

terutama dalam bl'tang ketenagakerJaan.

Kemungklnan masalah yang dapat tcrJadl

dalam K€glatan Oatnarclng,
dlantaran;ra:

1. Defintst peke{aan dan tanggung

Jawab yang kruang Jelas. dan rlncl
dalan perJa4tlan yang dapa.t

nenqaklbatkan perbedaan persepsl

dl lapangan. lttlsalnya mengenal hal
yang dapat mengaklhatkan

berakhlnrya. hubungan kerJa. Ilarus
dengan Jelas dtcantumkan apa atau

kondlsl apa !,ang mengaklbatkan

karyrawan oatnurtlng dapat

dlkembatlkan kepada perusahaan

outsourcIng. ltllsalnya seonang sales

dlangkat dalam kontmk 6 bulan

dengan target tertentu yang kalau

tldak tercapal dapat meqfadl sebab

benakhlnya hubungan kerJa;

Penahaman mengenal "nilI
outsoutlnd, dlmana semua

tanggung Jawab dan wewenang

dtlakukan oleh vendor dengan hasll

kerJa png dlsepaf,att bersama, atau

"Labor Suppf dlmana vendor hanya

menyedlakan tenaga kerJaqra dan

2.

Pro - Kontra Penggunaan Outsurcing

PRO OUTSOURCTilG Kor{fM ultsouRcmc

Business orner bisa
bkus p.da cors
Dssiness.

Coslrcducdon.

Biaya lnvestasl berubah
menldlblrya behnJa.

THaf hd dlprclngkan
dengan oleh lum ovct
temga keria.

Baghn dad modenlgasl
dunla usaha at

Ketit{akpasthn shtus
ke0enagateilan den
ancanun PflK bagl tenaga
ketf.zt

Pedodan pedatuan
Cmtpenhtimand Benefit
anhn karyamn lniemal
dengan karyamn
ouSource.

Ctrrct Palh dl otttsiourclng
sedngkali lunng torencana
dan branh.

Perurahaan pngguna lsa
cangat mungkln
menufuslan hubungan
ke{acama dergan
outanrchg prcvHerdan
ltrcngol$altan
ketUaljelaran status ker!
buruh,at

Elsplolbslmanush a

2sl Sinurat, Sahat, Kontrak Keria-fiidak Sama Dengan) Outsourcing*, lnformasi Hukum, Vol. 6 Tahun X,

2008, Biro Hukum, Kemnakerbans
201 Pekedaan Wakfu ,Tertentu dan'Odsouning, y{ww.sinarharapan.co.id

2zl www.hukumonline.com
281 Sumben'Otdsourcing, Pro dan Konba'htp//reauitnen$ndonesia.wordpress.com
zrl Sumber : Pekefaan Wakfu Tertenfu dan'Oufsouruhg, www.sinafi araDan.co,d
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a€mua tanggung Jawab dan

wcwenang pekerJaan dllakukan oleh

u!t{er.

,. Penggelapan uang. Jika lnl te{adl
maf,a masatatr pldana melekat pada

dfut pelaku, ia ),ang bertanggung

Jawab untuk mengemballkan uang

tersebut atau dlhukum sesual dengan

hukum yang berlaku. Jtka pcrusahaan

terbuktl terllbat baru dapat
dinlntakan tanggung Jawabnya. Yang

harus dllakukan vendor adalah

mengunrs masalah lnl secara tuntas,
batk penyelesalan secara furtemal

maupun penyelesalan secara hukum.

4. Menggunakan nama/logo perusahaan

user untuk kepentlngan prtbadl.

Blasanya dllakukan dengan membuat

surat keterangan sendlrl dengan kop

surat perusahaan untuk kepentlngan

karyrawan prlbadt.

5. Kehadlran I dlslpltn kerJa. Blasanya

hal lnt dapat dlatasl dengan kontrol

',ang 
ketat dart vendor dengan

menyedlakan mesln absensl.

Gantumkan Juga mlsalny"a dalam

pedaqlfan Jlka ttdak masuk dalam

hltungan harl tertentu, maka dapat

dtkenakan sanksl bahkan blsa

dlenggap mengundurkan dlrl
6. Dlb€rlkan kewenangan oteh Us,er

dlluar kewenangrannyz. Dllapangan

blsa sqfa terJadl atasan langsung darl

pthak user memberlkan kewenangan

yang meleblhl apa yang dicantumkan

dalam kontrak Jlka te{adl euatu
kesalahan atau kemglan, maka llhat
kemball kontrak kerJa apakah lnl
dlatur. Jlka tldak maka kesalahan

tldak blsa sepenuhnya dlbebankan

kepada karyrawan yang bersangkutan.

7. Shadng Password. Kqsalahan
prosedur yang termasuk kedalam
kategorl pelanggaran berat l,nl dapat
sqfa tcrJadl, s,€orang .atasan yang

memberlkan passwordn;r'a kepada

ka4lawan outsoartlng atau

sebaltknya kaq,awan outwurcIng

'ang 
mencurl password atasannp

dapat dlkeluarkan dan dlkenakan
pldana Jlka beraklbat adanya

keruglan

a. Pelaksanaan Jam lembw dan

Pertlt"ngann)a. Ada Perusahaan

fng menentukan Jumlah ruplah
tertentu untuk menggantl Jam
lembw, mlsalnya setlap Jam dtbayar

Rp lO.mO:- Inl bertentangan dengan

UU, scbalhrya lembur dlbayartan
cesual dengan perhttungan yang

tclah dltetapkan penerlntah.atau

Jangan dlsebut lembur tapl
tuqlanganJlka bekerJa dl atasJam 5'
7 maka atan dtberlkan, mlsalnya Bp

20.(xx),-

9. Ada Juga user yang memberlakukan

Jam kerJa 
''ang 

sanga! pa4lang

meleblhl aturan Jam lembw yang

telah dltetapkan, Jlka Inl terJadl

maka dlanqgap pelanggaran.$)

o) lflida Yasar, SH, M.Si, Masalah-Masalah Dalam Pelaksanaan Outsourcing, htb://indo.sdm.com/

masalah-masalahdalam -pelaksaan -outsourcing
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Selaln masalah yang kemp terJadl datam

penerapan slstem outsoutclng, sl,stem

outsourclng Juga dapat berhasll.

Tentun;'"a dengan lndlkator-lndlkator
penu4Jang keberhasllan suatu

pelaksanaan outwurcIng. lndtkator

keberhasllan terbesar dalam penempan

o u tso u rcln g diantaran;a:

- plhak yang terllbat harrs

bertanggunglawab, mendukung, dan

berkomltmen untuk melaksanakan

outsourclng.

- detall aturan maln outnurcIng
dldeftntsikan dalam kontrak kerJa

- kqfelasan ruang ltngkup prtls€s

outsourclngyang lngln dllakukan

- Update perJa4Jlan antar pengguna

dan penyedla t€naga outwutre
- ada atau ttdahya prosedur formal

dalam tender calon perusahaan

outsourclng

- Jangka waktu penyelenggaraan

outsoiurclngtD

Intl darl faktor-faktor tersebut dlatas

adalah harrs adan5a kerJasama dan

komltmen yang Jelas antara kedua belah

plhak agat outsourcIng dapat berJalan

sebagalmana harapan yang keseluruhan

perJar{lan kerJasama tersebut dtnyatakan

secara Jelas dan terperlncl dl dalam

kontnk outsourcIng.

YI. Keslmpulan

OutsourcIng (Atlh daya) sebagal suatu

penyedlaan tenaga kerJa oteh pthak

laln dhfukan dengan terlebth

dahulu memlsahkan antan:ra pekerJaan

utama (corc buslnesil dengan

pekerJaan penu4fang perusahaan

lnon oone buslnessl dalam suatu

dokumen tertulls yang dlsusun oleh

manqlemen perusahaan. Dalam

melakukan outsoanrlng perusahaan

pengguna Jasa outnurcIng
bekerJasama dengan pemsahaan

outsourclng,, dlmana hubungan

hukumnya dlwqludkan dalam suatu

perJa4tlan kerJasama yang memuat

antara laln tentang Jangka waktu

pedaqltan serta bldang-bldang apa

sqla yang merupakan bentuk

kerJasama oytsourcIng. I{a4awan

outsourcIng menandatanganl

perJaqllan kerJa dengan perusahaan

oatsourclng untuk dltempatkan di

pemsahaan penglJuna outsourclng.

Vll.IIaryrawan outsourcIng selama

dltempatkan dlperusahaan pengguna

Jasa outwutclng wqllb mentaatl

ketentuan kerJa yang berlaku pada

perusahaan outsourcIng; dlmana hal

Itu harus dlcantumkan dalam

p€da4llan kerJasama.

3r) Outsorcing, 2008, Divisi Riset PPM Manajemen, 28 Agustus 2008
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Sedangkan 
''ang 

menyebabkan
outsourcIng me4jadl tldak efektlf adalah
karena kurangny,a howledge, skIII darr
attltude ll5.S-A) dart tenaga outsoatu.

Mekanlsme Penyelesalan
persellslhan ketenagakerJaan
dlselesalkan secania lnternal antara
perusahaan oat*urcIng dcngan
perusahaan pcngguna lasa outsourclng,
dlmana perusahaan outnurclng
seharusnya mengadakan pertemuan
berkala dengan karyrawanrya untuk
membahas masalah-masalah
ketenagakerJaan l,ang terJadl dalam

Dewasa lnl outnurcIng eudah meqfadt

trend dant kebutuhan dalan dunla

usaha, namun pengaturannya masth

belun memadal. Sedapat mungkln

segala kekurangan pengatuan

outnatclng dapat termuat d,rlam rrevtsl

tIU KetenagakerJaan lrang sedang

dtperslapkan l|^an peraturan

pelaksanaarya, sehlngga dapat

mengakomodlr kepentlngan p€ngusaha

dan mellndungl kepentlngan pekerJa.
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